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UMUM

Untuk memajukan kesc_;ahtcra'm umum sebagaimana dimuat didalam Undang-undang Dasqr

1945 dilaksanakan pembangunan nasional, yang pada hakikatnya adalah pembangunan

manusia Indonesia scutuhnya dan pembangunan scluruh masyarakat Indonesia yang

- menekankan pada kescimbangan pembangunan kemakmuran lahiriah dan kepuasan batiniah,
“dalam suatu masyarakat Indonesia yang maju dan berkeadilan sosial berdasarkan Pancasila.

* Perumahan dan Permukiman merupakan kebutuhan dasar manusia dan memepunyai peranan -
yang sangal strategis dalam pembentukan watak serta kepribadian bangsa dan perlu dibina
serta dikembangkan demi- kclangsungan dan pcnmgkatan kehidupan dan pcnghldupm :
masyarakal N :

Perumahan dan Permukiman tldak dapat dlhhat sebagal sarana kebutuhan kehldupan semata-
mala, tetapi lebih dari itu merupakan proses bermukim manusia dalam mcncnptakan mzmg
kchldupau untuk mcmasyarakfitkan dirinya, dan memmpakkan jati diri. . :

~ Untuk menjamm kepastian dan ketertiban hukum dalam pcmbangunan dan pemlllkan selip
- pembangunan rumah hanya dapat dilakukan atas tanah yang dimiliki berdasarkan hak- h‘ﬂ\
atas tanah sesuai dengan Peraturan Perund‘mg—undangan yang berlaku.

~ Sistem penyedlaan tanah untuk perumahan dan permuklman harus dltangam secara nasmnal

karena tanah merupakan sumber daya alam yang tidak dapat bertambah akan tetapi harus
- digunakan dan dimanfaatkan sebesar-besamya bagi kcsejahteraan masyarakat. Proses

= penyedlaannya harus dikelola dan dikendalikan oleh Pemerintah agar supaya penggunaan dan

pemanfaatannya dapat menjangkau masyarakat secara adil dan merata lanpa memmbulkan
kesenjangan ekonomi dan sosial dalam proses bcrmukmmya lmsyamkat

Unruk mewujudkan perumahan dan pcrmukiman dalam rangka memcnum kcbutuhan _|angln .

- pendek, menengah dan panjang dan sesuai dengan rencana tata ruang, suatu wilayah
permuklman ditetapkan sebagai kawasan siap bangun yang dllengkapl Jarmg'm Pprasarana -
primer dan sekunder lingkungan. - : :

~ Penyelenggaraan pembangunan perumahan dan permuklman mendorong dan memperkukuh _—
- demokrasi ckonomi serla memeberikan kesempatan yang sama dan saling menunjang anfara =

badan usaha negara koperasi dan swasta berdasarkan asas kekeluargaan

'. _ Pembangunan dibidang perumahan dan permuktman yang ber{umpu pada masyarakat::f.'

'_ _mcmcbmkan hak dan kesempatan yang seluas-luasnya bagi masyarakat untuk berperan serta.

Disamping usaha peningkatan pembangunan pemmahan dan permuklman perlu dl\Vll_}lldkal]
adanya ketertiban dan kcpastian hukum dalam pcmanfaatan dan pengelolaannya :

Sejalan dengan peran serta smasyarakat di dalam pembangunan perumahan dan pemluklman
- Pemerintah mempunyai kewajiban dan tanggung jawab untuk melakukan pembinaan dalam
wujud pengaturan dan pembimbingan, pendidikan dan pelatihan, pemberl bantuan dan
kemudahan, penelitian dan pengembangan yang mehputl berbagai aspek yang terkait antara

“lain tala ruang, pertanahan prasarana lingkungan, industri bahan dan komponen jasa

konstruksi dan rancang bangun, pemblaya'm kelembagaan sumber daya manusia serta o
peraluran perundang undangan : : o



Undang-undang nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria yang
menjamin perlindungan hak-hak atas tanah yang dimiliki pemilik tanah dalam pelepasan hak
atas tanah didasarkan pada asas kesepakatan, memcberikan landasan bagi sctiap kegiatan
pcmbangunan di bidang perumahan dan permukiman untuk terjaminnya kepasl;an dan
ketertiban hukum tentang penggunaan dan pemanfaatan tanah.

Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Dacmh
memebrikan landasan bagi pembangunan perumahan dan permukiman yang pada hakikatnya
- sangat kompleks dan bersifat multidimensional serta multiscktoral, perlu ditangani sccara

terpadu melalui koordnm& yang bcrjenjang dlselnp lmgkat pemcnntahan serta harus sesuai
- dengan tata ruang. : : : :

Disamping itu, Undang-undang Nomor b tahun 1974 juga memberikan landasan bagl
- pembinaan perangkat kelembagaan di daerah dalam rangka penyerahan urusan pemerintahan
~ di dacrah dengan pelaksanaan otonomi dacrah yang nyala dan bcrtanggung ]awab deng'm titik
: bcrat pad'l dacrah tmgkat IL - w :

Undang—undanag Nomor 5 lahun 1979 tcntang Pcmermtahan Dcsa mcmebnkan landasm

bagi pcmbinaan penyuluhan kcglatan pembangunan perumahan dan permuknmn di daerah
- perdesaan dalam rangka mendorong dan menggemkkan usah'l bersama masyarakat secara

. swadaya.

. Undang-undang Nomor 4 tahun 1982 tentang kctcntuan ketemuan Pokok Pengclolaan
- Lingkungan Hidup memeberikan landasan bagi kewajlban melakukan pemantavan dan
- pengelolaan lingkungan perumahan dan permuklman sejalan dcngan kewajiban setiap orang
atau badan yang melakukan keglatan pembangunan rumah atau perumahan unmk memenuhl _
‘ persyaralan tckais, ‘ckologis dan admnistratif. : :
Guna mcnyiwab tuntutan kebu{uhan perumahan dan pemmklman pada masa kml dan masa_ '

- yang akan datang, Undang- undang nomor } tahun 1964 tentang Pernetapan Peraturan
- Pémerintah Pengganti Undang-undang Nontor 6 tahun 1962 tentang Pokok-pokok Perumahan

“"_(Lembflran Negara tahun 1962 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2476)
- * menjadi undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 3, Tambahan Lembaran
" Negara Nomor 2611) sudah tidak sesuai. Sehubungan dengan itu, maka dipandang perlu

- untuk menggantl undang—undanag nomor i tahun 1964 tersebut dcngan undang—undang baru
N temang Perumahan dan Permuklman e :

_'.PASAL DEMI PASAL

o PASALI |
Angkal

" Selain berfungsn sebaal (empat tmggal atau human yang dlgunakan manusna untuk berhndung N
- dari gangguan iklim dan makhiuk hidup lainnya; rumah juga merupakan tempat awal
1 pengembangan kchldupan dan penghldupan kcluarga dalam lmgkungan yang schat aman '

- sersi dan teralur

o I:'_'_.Angka 2

Selain berfungst sebagal lmgkungan tempat tmggal atau ]mgkungan human unluk '
- mengembangkan’ kehldupan dan penghidupan keluarga, perumahan juga merupakan tcmpat

o g _'_untuk menyelenggarakan keglatan bermasyarakat dalam lmgkup terbatas




Penataan ruang dan kelengkapan prasarana dan sarana lingkungan dan scbagainya
dimaksudkan agar lingkungan tersebut akan merupakan lingkungan yang schal aman, serasi
dfm teratur serta dapat berfungsi sebagaimana diharapkan. : :

Angka 3

" Permukiman yang dimaksudkan d'zlam undang undang ini mempunyai hngkup tertentu yaitu
kawasan yang didominasi olch lmgkungan human dengan fungsi utama scbagai tempat
tinggal yang dilengkapi dengan prasarana, sarana lingkungan, dan tempat kerja yang
memberikan pelayanan dan kesempatan kerja terbatas untuk mendukung perikehidupan dan
pcnghldupfm schmgga fungsi permukiman tersebut dapat berdaya guna dan berhasil guna. . -

Angk'l 4 -

Satuan lmgkug‘m permuklman merup’akan k'\wasm permmhan dengan luas wnlayah dan '
- jumlah pcnduduk yang tertenfu, yang dllengkapl (lengan sislem prasarana srana ]mgkungan "
dan tempat kerja terbtasa dan dengan penataan ruang (erencana dan tcratur schmg,g,a
' mcnumg}kmkan pelayanan dan pengclolaan yang optlma] ' : '

| AngkaS , : : _ R
Sarana dasar yang utama bagl berfungsmya sualu lmgkungan permukiman adalah

' 1.__.l'1rmg'm jalan umuk mobilitas manusia dan angkutan barang, mencegah perambfihn '_

- kebakaran serta umuk menmphkan ruang dan bangunan yang teratur, "~ - ST :

' _2.7 ‘Jarmgan saluran pcmbmngan alr ilmbah dan tempat pcmbuangan sampah untuk kcsehatanri B
rlmgkungan _ ST P A IN AT e '

- 3. Jaungan saluran air hUJan unluk pemalusan (dralnasc) dan pencegahan banyr sctempat

' Dalam kcadaan tidak tcrdapat air hnah scbagal sumber air bersm Jarmgan air bersnh
mcrupakan sarana dasar. s g - : . ,

- Angkaﬁ : : : S o :

- Fasilitas pcnunjang dlmaksud dapat mehpuh aspek ekonoml yang antara Iam berupa
. b"lllgllnan perniagaan atau perbelanjaan yang tidak mencemari lingkungan, sedangkan fasnlllas :
- penunjang yang meliputi aspek sosial budaya, antara lain bcrupa bangunan pclayanan wnum

_ dan pemerintahan, pendldikan dan kesehatan pcr1badatan rekreasn dan olah raga pemakaman ,
dan pcrtamanan Lo :

_' Angka 7

Utilitas umum mehputl antara lam jarmgan air ber31h jarmgan llslr;k Jarmgan telephone .
© jaringan gas, jaringan transportasi dan pemadam kebakaran. Utilitas umum membutuhkan
- pengelolaan secara berkelanjutan dan profesional o!ch badan usaha agar dapat mcmbenkan;
pelayanan memadai kepada masyarakat : : L e '

:Angk'iS il : - PRI R

Yang dlmaksud dengan Janngan pmner prasarana lmgkungan dalam kawasan ssmp bangun-'
adalah jaringan utama yang menghubungkan antar kawasan pcrmuklman atau antara kawasan :

~ permukiman dan kawasan yang lain.* - ST A e

*Jaringan sekunder prasarana hngkungan adalah j jarmgan cabang dan j Jarmgan pnmer prasarana e

N lmgkungan yang melayam kcbutuhan dl dalam satu swtuan lmgkungan permuklman :




Dcngan adanya jarmgfm primer dan jaringan sckunder maka dapat terbentuk suatu sistem
jalmg‘m ])I‘aS'll'ﬂn'l lmg!\ungan dalam kawasqn 51ap bangun sccara hlcrmkls bcrjcnﬁng

Angka 9
Cukup jelas

Angka 10

Penggunaan, Pengguasaan, dan pcmllikan tanah pcrkotadn perlu dibakukan, selain untuk
menghemat dalam investasi prasarana lingkungan untuk mencegah penggunaan di bawah
standar atau melampaui standar melalui penerapan persyaratan pcmbakuan (lan pcnehpan‘
pola rencana tata ruang. o

Angka 11

- Pembangunan lmgkungan siap bangun yang (hlakukan sendiri oleh masyarakat punlllk tanah
melalui konsolidasi tanah, dapat dilaksanakan dengan dana yang lebih kecil dari p'lda yang
ditakukan oleh badan usaha dibidang pcrumahan dan pcrmuklman : : : :

Pcnyelenggaraannya dilakukan oleh usaha bersama masyarakat secara swadaya dcng‘m
bimbingan pemerintah dacrah scrta dapat melibatkan kelompok profesi dan kelompok minat
didalam masyarakat di bidang pembangunan perumahan dan permukiman.

'PASAL2
_ yat(l) . . S N P o S _
o Undang- -undang ini mengatur rumah dan perumahan balk dalam maupun dl lu'u k'wmsau L
- atau lingkungan pcrmuklman dan mencegah adanya anggapan bahwa tidak ada rumah dan .
pcrunnhan selain yang berada di kawasan atau di lingkungan permukiman. SR

" Rumah dan pcrumahan yang berada di luar kawasan atau hngkungan permuklman nnsalnya
mmah dan perumahan di dalam kawasan industri, kawasan pariwisata, serta rumah- rumah :
yang letaknya terpencar pcncar dan tldak membemuk salu lmgkunga permuk:man :

Ayt ()
Cuklip jeias

'a PAsAL3 :

B :Asas manfaat membenkan landasan agar pelaksanaan pembangunan pcrumahan dan

pcrmuknnan yang menggunakan berbagai sumber daya yang terbatas dapat dnnani'ntk'm,'-
_ kscbcsar besamya bagi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. - _ T . -
" Asas adil dan imerata mcmbcnkan landasan agar hasil-hasil pcmbangunan perunmhan dan_ .
AR pcrmukmlan dapat dlmkmau secara adll dan merata olch seluruh rakyat o T
-+ Asas kebersamaan dan kekeluargaan membenkan landasan agar golongan masyarak-u yang '
“ kuat membantu "golongan masyarakat yang leimh dan mcncegah terjadmyq lmgkungan
"'permuklman yang ekskIUSlf e 4 - :

£  Asas kcpercayaan kepada dln sendm memberikan landasan agar scgala usaha dan keglatan a

L __dalam pembangunan perumahan’ dan permuklman bcrlumpu ‘pada prakarsa swadaya dan
. peran serla masyarakat sehmgga mampu mcmbangkltkan kepercayam akan kem’unpmn d'm o

R _kckualan Selldll‘l

Cooas o



Asas keterjangkauan memberikan landasan agar hasil pembangunan perumahan  dan
permukiman dapat dijangkau oleh masyarakat bcrpcnghasnlan rendah.

Asas kelestarian lingkungan hidup memberikan landasa untuk menuluang pcmbangunan
* berkelanjutan bagi penmgk'nan kcsqahleraan baik gcncra31 sekarang maupun gencrasn yang
akan datang.

PASAL 4
* Huruf a _

. (,ukupjchs' .
Hurufb .-

Cukup jelas

‘Huruf ¢
L Cukubjelas
-_Hurufd SRR - e Lo e
' Bldang-b1dang hm adalah bldang yang antara lam dapat mcndukung Lctcrubanf
- kchldupan masy'lrak'u d'm Sl’lbl]ll‘ls nasional yang dmamls B :

PAS’ALS e

_Ayat 1 .

o Pemcnulnn hak warga negara tcrsebut dapat dllakukan dengan cara membangun sendm 'uau
- dengan cara scwa, membeli secara tunai ataupun angsuran, lubah dm cara lam yang sesual '

L dengan pcralur‘m perundang-undangan yang berlaku.

\/[cnempau atau mcmkmatt rumah merupakan pemenuhan hak scbclum dapat mcmlllkl rumah
sendiri, * e , e e : :

" Rumah’ yang layak adalah bangunan rumah yang sekurang—kurangnya memcnuhl persyarahn'. :
keselamatan bangunan dan kecukupan mlmmum luas bangunan serta kesch'\tan penghumnya '

: [mgkungan yang sehat, aman, serasi dan teratur adalah ]mgkungan yang ‘memenuhi

persyaratan penataan ruang, ‘persyaratan penggunaan tanah, pemlllkan hak atas tanah dan
- kelayakan prasarana serla sarana lmgkunganny :

Ayat 2)
Cukup jelas

" PASAL6 -
Ayat(l) . : GRS o
Kelenluan ini dlmaksudkan untuk mcmpcrjclas hubungan status rumah dan (andh IIal ini -

dlpcrlukan untuk mewujudkan kclertlban dan ketentraman balk dalam pemnbangunan rumah' =
E maupun dalam pemanfaatannya : ~ : _ : :

_}‘\yat (2) 7 ) ; L
' Pcrjanjlan terluhs damaksud memuat ketcmuan mengenal

a. hak dan kewajlban plhak yang membangun rumah dan plhak yang mcmlllkl hak atas. |
. tanah; : : : ¥ '

- b. Jangka waktu pemanfaa{an tanah dan penguasaan rumah oleh plhak yang membangun"f'.”':
' rumah atau yang dlkuasakannya ' : : '

A



Dengan demikian dapat dicegah hal-hal yang 111cnu1ngkmkan dikuasai atau digunakannya
tanah oleh bukan pemilik hak atas hnah tanpa bfms waktu dan menyimpang dari peraturan
perundang-undangan di bldang agraria,

PASAL 7
Ayat (1) L |

Yang dlmaksud dcngan membangun rumah ahu perumahan termnasuk membang,lm baru ;
memugar, memperluas rumah atau perumahan, dengan memperlimbangkan faktor-faktor
setempat mengenai keadaan fisik, ckonomi, sosial dan budaya scita keterjangkauan
jn’usyarakal baik di dacrah perkotaan maupun di dacrah perdesaan. :
Pengertian setiap orang atau badan adalah warga negara Indonesia dan badan hukum
Indonesia serta warga negara asing penduduk Indonesia dan badan asing yang berkedudukan
di Indonesia, yang menurut peraturan pcrundang und'mgan yang berlaku telah dlbemrkan '
untuk membangun rumah atau perumahan. " '

© Untuk mewujudkan rumah yang layak dalam Imgkungan yang sehat aman, scrasi dan tcratm )

. maka pembanguiian rumah atau perumahan wajib mengikuti persyaratan teknis, ekologls dan

_administratif serta wajib melakukan pemantauan dan pengelohan lmgklmgan

Persyaralan tekms berkaltan dcngan kcsclamatan dan kenyamanan b'mgunan dan keandal‘m '
- sarana scrta prasarana lingkusigannya. : : S B
~ Persyaratan ekologis berkaitan dengan kescrasuan dan keselmbangan balk anahr imgkungan
buatan dengan lmgkungan alam maupun dengan lmgkung'm sosnl budaya, termasuk mlal-_ )
mlal budaya bangsa yang perlu dilestarikan. o : Co
- Persyaratan administratif berkaitan dcngan pcmbcrian izin usqha, izin lokasn dan iZin
 mendirikan bangunan scr(a pcmberlan hak atas tanah, - : '
* Pemantauan lmgkungan bertujuan untuk mcngctahun ‘dampak ncgatlf yang terjadi selann '
pelaksanaan pembangunan rumah ‘atau perumahan, sedangkan pengelolaan lingkungan
" bertujuan untuk - dapat mengambll tindakan koreksi bila terjadi dampak ncgatif dari
_'pembanglman rumah atau perumahan Rencana pemantauan dan pengelolaan lmgkungan
- disusun dan dilaksanakan dengan memperumbangkammgkatan dampak yang timbul sesuai
dcngan pcraturan perundang undnagan yang berlaku.

A
' Cukup_]elas L

PASAL 8

ch*qlban ini dltekankﬂn untuk memuudkan pem‘mfatan rum'ih sesuai dcngan fungsmya '

B : yang ulama sebagal tempat tinggal atau hunian dan pembinaan kcluarga dan tidak untuk -

_ keperluan lain. Pemanfaatan dan penggunaan untuk kcperluan lain yang berbeda dengan
- fungsi utama rum'ah perlu dicegah agar tldak memmbulkan gangguan bagl ]mgkungan dan_r.

= - tidak melanggar peraturan yang berfaku. -

Kewajlban pengelolaan dan pemehharaan dlarahkan untuk menjaga keselarasan dengan o
: lmgkungan dan sekahgus dimaksudkan untuk memuudkan keteruban pemanfaatan ruang'_

7 sesuai dengan rencana tata ruang R

PASAL 9

— l’embangunan perumahan oIeh Pemcrmtah untuk memenuhl kebutuhan khusus antara lain -
i lransmlgraSJ permuklman kemball korban bencana dan permuklman yang lelpencar-pencar :




Yang tcnmsuk kebutuhan khusus tersebut adalah pmnbangunan rumah dmas scdangk'm':
pembangunan perumahan oleh badan- badan sosial atau keagamaan antara Iam untuk
menampung orang lanjut usia (jompo) dan yatim piatu, '

PASA[ 10

Peraturan Pemerintah ini SCk'ﬂlgliS dmnksudkan untuk mengganu pcraluran mengenai -
perumahan yang dikuasai negara yang berlaku setama ini, yallu Burgeluke Womng cht,lmg"
(sbtl. 1934 nomor 140 _]0 sbil 1949 nomor 338) ' :

.PASALII:
Ayat (1) - N
' Pcnyusumn kcbmksma’m di bldang pcrumahan dan pcrmuklman yang mcliputn pcnahan 1

danb pengelolaan serta ketertiban penyelcnggalaannya memerlukan d:m yang bel snﬁl rinci,
menyc]uruh dan dllakukan sccara berkala. :

Data rumah tersebul mellpull berbagal hal mengenal runmh d'm perumah'm anhra l‘\m wspck ,
lokasi, kondisi, slatus rumah dan tanah, sarana dan prasarananya o

Data 111engen'11 setiap umt rumah dapat dlmanfaatkan dalam lllemljudk'm ketcntlban pcnataan
dan pengelolaan rumah, antara lain, bllamana d!pcrlukqn oleh masy'lrakat d'lpat dlbuat tanda o
buku pcmlllkan rumah : )

Ay @)
Cukup jelas |

7;PASALji‘

Ayal(l)

Ketentuan ini dlmaksudkan unluk menccgah pcnghuman rumah tanpa persctujuan atau mn
- pemlilk dalam rangka mewujudkan keteruban dan kepasnan hukum

-Ayat(2) _ . : : _ . R
Penghunian meliputi pemakalan dan pcnggunaan rumah sesual dengan fu11g51 utama rum'ah
scbagai tempat hunian dan pembinaan keluarga, serta tidak untuk keperluan lain.
Yang dimaksud penghuman dengan cara bukan sewa- menycwa antara ]am meliputl

- a penghuman rumah instansi

~ b. penghunian dengan cara mcnumpang B ;' R T R
c. pcnghunlanscmcntara R ST s Rl

Ayat (3) : ST LT _
| ‘Pcrjanpan tertuhs penghuman rumah dcngan cara sewa menycwa sekurang kurangnya
~ inemuat kelcmuan mengenm ¥ o . ;

a. bcsamya harga sewa

b. batas waktu sewa- menyewa L
~¢. hak dan kewajiban penyewa dan pemlllk rumah

e

Perjanjian tertulis penghuman rumah dengan cara bukan scwa-mcnyewa sekurang-_-
.. kurangnya memuat ketentuan mengenan R CT :

d. baias waklu penghuman




e. hak dan kewajiban pemilik dan penghuni rumah

Ayat (4)
Cukup jelas

Ayat (5) .

Ketentvwan ini dlmaksudkan untuk  menjamin ketertiban dalam pemanfaatan rumah dan
mempercepat  penggosongan rumah sewa yang dihuni tanpa hak, agar pemilik rumah
terlindungi haknya. Hal tersecbut akan mencmhkan 1kl|m yang dapat mcndorong masy arakat
unmk membangun rumah sewa. -

Ayat (6)
- Cukup jelas

- Ayat(7)
© Cukup jelas

PASAL 13

yal(l) - : .
: Pengendahan harga scwa oleh Pcmermtah dlmaksudkan agar d'q)at dl\'.rujudkan asas

' kelerjangkavan.. Didalam ketentuan ini yang dimaksud dengan kemudahan adalah bantuan

~emerintah antara lain, berupa kredit pembangunan pcmmahan dcngan bunga yang rmgan__
* ‘maupun bantuan pengadaan prasar‘ma dan sarana lingkungan. . i

Besarnya harga sewa rumah yang d1bangun dengan tidak memperoleh kcmudahan d'm'
' bantu‘m Pcmcrmtah dltetdpka bcrdasarkan kesepakatan antar‘x pemlllk rumiah dan penyewa

o)
_' Cukxip' jclaé’

: PASALM . - A
E Sengketa mcngenal pemanfaatan rumah yang dlmaksud adalah yang, terpdl selalm nnsa '
: _berlakunya perjanjian antar pemilik dan penghuni rumah. Co - : )

- Dengan dlundangkannya Undang-undang Nomor 14 tahun 1970 tenhng ketcntuan kctcnluan a
Pokok kekuasaan kehakiman yang antara lain didalam Pasal 10 dinyatakan bahwa kekuasaan -

. kehakiman dilakukan dalam lingkungan Peradilan umum, Peradifan Agama, Peradilan Militer,

" Peradilan Tata Usaha Negara maka penyelesaian sengkcta tcrscbut dlsesuaikan dcng‘m L
Undang-undang Nomor 14 lahun 1970 NI R e '

‘I"PASAL 15
Ayat (I)

Pcmlllkan runnh ol‘ch bukan pemlllk hak atas tanah deng‘m perselujuan terlulls pemlhh hak B
atas tanah, dapat (h]adnkan jaminan utang dengan dibebani fidusia. - = S

: . Pemilikan rumah oleh pemilik hak atas tanah, rumahnya dapat dl_]adlkan Jamman ulang '

.'_dengan dibebani - fidusia. Pennhkan rumah oleh pemilik hak alas tanah rumah beserla

T ,tauahnya dapat dljadlkan Jamman utang dengan dlbebam hlpotck



Avat (2)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf'b
Cukup jelas

© PASAL 16
Ayat(l)
* Cukup jelas

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan akta olcnnk adalah akta yang dlbuat dlhad’ipall peylbat yang :
- berwenang.

: PASAL 17 o o S
~ Peralihan hak milik yang dlm'iksud dilakukan bcrdasarkan ketcmuan Pasal 10 Undaug-
undang \lomor 16 tahun 1985 tentang Rumah Susun. -

_-PASAL18
Ayat (1} - : ' - L

* Pembangunan rumah,. perumahan dan permuklman diarahkan dalam kawasan permuklman )
skala besar dengan perencanaan yang menyeluruh dan terpadu, yang pelaksanaannya secara

"' bertahap untuk memcnuhl kebu(uhan permuklman Jangka pcndek Jangka menengah dan
- jangka panjang. : : :

Luas permukiman skala besar dlsesualkan dengan lokasn dan besamya kola, Jumhh penduduk '

jumlah unti rumah, dan luas kawasan permuklman : O -

Ayat (2) : |
Dengan k'lwasan permuk;man skala besar yang lersusun atas satuan satuan lmgkungan '
. permuklman memungklnkan . S '

: Huruf a - - : IR, : -
1. Penataan tanah dan ruang lmgkungan tempat tinggal atau imgkungan human d'llam
berbagai bentuk dan ukuran, serta sarana lingkungan secara serasi dan seimbang; o
- 2. Penataan jaringan prasarana lingkungan dan sarana lmgkungan secara terencana dan '
- teratur dengan hierarki yang berjenjang yaitu: - B
l) didacrah perkotaan memungkinkan adanya . pengembangan keterpaduan smtem o
© jaringan jalan untuk angkutan pcrkotaan yang selamat, aman, cepat, lancar, tertib,

teratur, dan massal dengan sistem jaringan jalan lingkungan yang menampung jasa

~ berbagai moda angkutan berkecepatan sedang untuk moblhtas manusna dan/atau
_ angkutan barang, o S : ; _

| ‘2-) di daerah perdesaan memungkmkan adanya pengembangan ketcrpaduan snstem:'--'."

dcsa
lluruf b

- Integrasi lmgkungan permuklman yang sudah ada kedalam ]mgkungan baru berskala besar
dlmaksudkan untuk mencegah terjadmya ]mgkungan yang tldak serasn atau yang ekskiusnf

CoA20

Jarmgan ]alan unluk angkulan antar desa dengan smtem Jarmgan jalan angkuia mtra__ R



-~ Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat(4) '
~ Yang dimaksud dengan \wlayah buka pcrkotaan adalah wilayah yang meliputi kawasm
perdesaan dan kawasan yang mempunyai fungsi tertentu yang berad'i di kawasan bu(hd'iya
seperti antara lain kawasan indusiri dan kawas'm parlwlsah

PASAL 19
Ayat (1) S A B
Penetapan kawasm 31ap bangun dnnaksud agar jangka waklu tertentu mendapat perhatmn
sesuai dengan skala prioritas dahm pelaksaman investasi prasarana dan sarana lmgkungm
: pcrmuklm'm

Ayat (2) :
Hurfa . o . o

- Cukup jelas & -
Hurofb o 0

. Cukup jetas -
' Iiurufc ' - Y
* Jaringan pnmer dan sekunder pmsarana ]mgkungan terdlrl atas jaringan j’llall untuk
~ memperlancar hubung’m antar linglkungan, saluran pembuangan air hujan untuk melakuka
: 'pemalusan (drainase) dan saluran pembuangan air limbah untuk keschatan lmgkungan dalam
3 l_kawasan snp bangun - : '

" Ayat 3)
Cukup Jelas

' Ayat (4) S .
© Cukupjelas -
- PASAL 20
. Penge!olaan kawasan snap bangun yang dllengkapl dengan prasarana dan sarana llmgkungan
* pada hakikatnya mengubah fungsi dan nilai tanah sehingga menyebabkan harga tanah yang

s tinggi diluar kcmampuan masyarakat berpenghasnlan rendah.

 Agar mcmungkmkan menyerap kembali kenaikan nilai tanah tersebut unluk nlenml:l]kan",

- biaya investasi berbagai prasarana ‘dan sarana lingkungan dan memberikan subsidi silang

" kepada masyarakat berpenghas'.llan rendah maka pcngelolaan kawasan s1ap bangun dllakukan '

e ' oleh Pemermtah

g Ayat (2)

o Mengmgat srfat dan fungsmya sudah selayaknya pcnyelenggaraan pengelolaan kawasan siap
~ bangun’ dllakukan oleh badan usaha milik negara (BUMN). Pemecrintah dapat membenluk .
~ dan/atau menunjuk badan lain'di pusat dan didaerah (badan usaha milik daerah) SR
" Badan usaha milik négara atau badan-badan lain tersebut dalam menyelenggarakan usahanya '
s d:lujukan untuk memngkalkan kesejahteraan masyarakat dan kemanfaatan umum dan lldak
I semata mala untuk mencan keuntungan I T It I : ST - 3




Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)

Dalam rangka mcmngkalkan peran serta ‘usaha necgara, koperasi dan swasta (lahm
penyclenggaraan pengelolaan kawasan siap bangun, badan usaha milik negara atau badan lain
dapat mengikutsertakan badan usaha milik negara, badan usaha milik dacrah, koperasi dan
badan usaha swasta yang berusaha dibidang pembangunan perumahan. -
Dalam rangka meningkatkan kemampuan penyelenggaraan pengelolaan kawasan siap bang,un '
Pemerintah dapat membentuk badan usaha milik negara atau badan lain dengan pemanfaatan

tanah yang langsung dikuasai oleh Ncgara yang dap'lt dlgunakan untuk pembangunan
perumahan dan permukiman, - . - o o PRI SO

Pasal (5) - L _
Ketentuan ini dimaksudkan unluk menegaskan bahwa dalam kcrjasama dcngan badan usqha
. milik negara, badan usaha milik dacrah, koperasi dan badan usaha swasta yang berusaha di
bidang pembangunan perumahan, wewenang dan tanggung jawab pengelolaan kawas'm siap
bangun lelap dltangan bad’m usaha mlhk ncgfira al'm badan lain yang dllllgwsl unluk 1lu R

| Ayal (6) |
Cukup Jclas S

PASAL 21

Ayat (1) .'

' - Cukup jelas

LA

Cukup jelas -

PASAL22

Ayat(l) : : : : :
Agar masyarakal pemlllk tanah terdorong dan bersedia mcnjalankan kGllSOlldaSI tanah :

" Pemerintah dapat membenkan bantuan berupa pembangunan jaringan prasarana Imgkungan =
' scr(a kcmudahan berupa rencam detall dan berbagai pcnzman yang dlperlukan : D

'_ Ayat (2) - \
Cukup Jclas R

B Keteniuan ini drmaksudkan agar tanah lanah lersebut yang lelah dllepaskan haknya 111enjad1“_ "
tanah negara dlgunakan untuk penyediaan tanah bagi pembangunan lingkungan siap bangun. -
Peningkatan nilai tanah karena pembangunan prasarana dan sarana lmgkungan yang' -

~ dilakukan pemerm{ah dimanfaatkan untuk memulihkan biaya investasi Jjaringan prasarana dan - o
sarana lingkungan seria: untuk : memberikan  subsidi silang bagi’ masyarakat golongan'=

- berpcnghasnlan rendah yang pertu mendapat bantuan dan kemudahan.

Masyarakat. pemilik tanah di kawasan siap bangun- yang melepaskan hak atas tanahnya'f.'{'-.

- mempunyai hak untuk memiliki saham usaha dari badan usaha: -pembangunan di- bidang’

perumahan, sedangkan yang tldak berscdla melcpaskan haknya hendaknya dapat melakukan '

konsohdam tanash



Ayal (4)
. Cukup jelas

Ayat (5)
Cukup jclas

I’ASAL 23 , :
Ketentuan ini dmmksudkan agar pcmbangumn pcrunmhan dl|‘1kl1k‘il] secara tcrkonsenlmsn di -
dalam kawasan siap bangun atau di tingkungan siap bangun yang berdiri sendiri schingga -
meimudahkan penyediaan prasarana dan sarana lingkungan. Pembangunan rumah atau
perumahan olch perscorangan atau usaha bersama dapat dilakukan di kawasan siap bangun
dilingkungan siap bangun yang berdiri sendiri atau dlluarnya scyluh sesuai dengan rencnan
tata runag yang ditctapkan olch pemerintah dacrah setempat. s ;
Ketentuan ini tidak menutup kemungkinan pembangunan rumah '1tau perumahan b'il’ll
- dilokasi yang masih kosong di lingkungan pcrumahan yang sudah ada, baik oleh badan usaha
di bidang pcmbangumn perumahan, usaha bersama maupun perseorangan pemilik tanah.
~ Yang dimaksud dengan usaha bersama adalah usaha yang dilakukan oleh masyarakat pemlllk ;
“tanah untuk mencapai tujuan bersama sccara swadaya dengan hak dan kcwajlban yang diatur
bcrmma yang tldak berbeniuk badan us*nha ST :

PASAL 24 : : _
Kewajiban seperti ini dlmaksudkan agar badan usaha dlbldang pembangumn perumahan ,
- dalam mchksanakan pcmbangumn lmgkungan snp bangun berdqsarkan urutan tahapan yang
- telah ditentukan. : : : ‘ _
© 7 Yang dimaksud dengan pemlllkan adalah pemlhkan hak atas tanah sesuai dengan pearluran
' -'.;':-perundang undangan yang berlaku dl bldang pertamhan lmsalnya hak mlllk hak guna
- bangunan dan hak pakal Lo « : - : .

;1‘1PASAL25
o Ayat (1)

o Kegiatan pemba'ngunan imgkungan smp bangun yang dllakukan olch masyarakal pemlllL '
 "tanah melalui konsolidasi tanah yang dilakukan secara bertahap merupakan kemudahan yang
) dapat mermgankan beban nnsyarakat dalam mclakukan pcnataan lmgkungan humannya -

-+ sceara dini.

" Melalui konsolidasi lanah yang d]lakukan olch masyarakat pemlllk tanah dlmaksudkan Jjuga

- untuk mencegah adanya lingkungan perumahan yang tidak mengalami penataan ruang dan

penyedlaan prasqrana hngkungan sehmgga tcnmjud lmgkungan human yang sehal 'umuf

- _scrasi dan teratur, -

' .. B Ayal (2)

' Cukup Jeias

:'*_PASALzs

o Ayat(1) - SR , D , 4 |
-~ Dengan kelenluan ini pada dasamya badan usaha dl bld'mg pembangunan pemmahan dahm o
o melakukan usahanya harus menjual kave!mg bcserta rumahnya : )

' H:Aﬁn@)




Sesuai dengan kebutuhan nyata dari masyarakat setempat yang memerlukan kaveling tanah
matang ukuran kecil dan sedang tanpa rumah, badan usaha di bidang pembangunan
perumahan dapat menjual kaveling tanah matang ukuran kecil dan sedang tanpa rumah
khususnya bagi golongan masyarakat berpenghasilan rendah.

Ayat (3) : :
Kaveling tanah matang hasil konsolidasi tanah lmsyarakat mcrupfikan muhk 1msyarak1l
sendiri, oleh karena itu para pemilik tanah mempunym kcbebasan unluk mempcrjual
belikannya baik dengan rumah maupun tanpa rumah. - . * , '
“Untuk melindungi kcpcntmg‘m masyarakat, pelepasan hak atas tanah dalam wnlayah yang
ditetapkan scbagai kawasan siap bangun hanya dapat dilakukan dalam wujud k'wclmg, tanah
matang sesuai dengan rencana tata ruang yang ditctapkan oleh pcmermtah dacrah. o
Penetapan luas kaveling tanah matang ukuran kecil, sedang, menengah dan bcsar dllakukan
dengan memperhaukan kcserasmn lmgkungan ﬁs;L ekonoml sosml dan bud’tya sctempat

: PASAL 27

'Agar pcmngkatan kualitas permuklman dapat mempakan keglatan yang berlumpu pada'
masyarakat dan sckaligus menegaskan bahwa pemngkfit'm kualitas permukiman sebagai
bagian dari penmgkalan kesejahteraan nnsyarakat selain merupakan tugas dan tanggung
Jawab pcmermlah juga tidak terlepas dari dan tanggung jawab dan peran serla masyarakat. =

?Ayat(2) : . S B B L o :
oA, Perbalkan atau pemugaran merupak'm keglalan tanpa perombakan yang mendasar
- bersifat pmnal dan memerlukan peran serta masyarakat yang dlhksanakan sccala 5
berlahap ' el RS e T
b Pcremaja'm merupakan kcglatan deng'm pcrombakan mendasar bersnfat menye]uruh dan
- memerlukan peran scria masyarakat secara menyeluruh pula. . ST L AR
o Pengclolaan dan pemeliharaan secara berkelanjutan selain dllakukan denga mclcslarlk'm o
B kemflmpuan fungsi dan daya dukung hngkungan juga untuk menccgﬂh dan mclarang _
~ siapapun melakukan hal-hal sebagm berikut : : o '
i 1) melakukan pemccahan pcnggunaan d"in pemlhk'm tanah y'mg menylmpang darl
. pembakuan; - o
- 2} niendirikan, mcmperluas rumah l'mpa memcnuhl persyaralan tekms ekologls d'm '
- administratif. - S
3) Mcmanfaatkan rumah prasarana dan sarana lmgkungan yang menynmpang dan
.~ fungsinya yang utama atan melampaui daya dukung. RS
' Sclam di kawasan pcrmuklman ketentuan ini berlaku j juga didacrah terbuka hlj'lll dan '

* dacrah yang berfungsi sebagai penyangga yang memisahkan kawasan  permukiman =

dengan kawasan industri, prasarana perhubungan anfara lam daerah manfaal jalan arten
tol, kereta apl sungal dan danau ' : - Ry

"Aya_t(:’»)-;.-t' L
- Cukup jelas -

Ayat(l) _ e T T B
Untuk tcr(:lptany'l lmgkungan pcrmuklman yang memenuhl persyaratan keamanan kesehatan

. kcnyamanan dan keandalan bangunan suatu lmgkungan permuklman yang hdak scsual o




dengan tata ruang, kepadatan bangunan sangat tinggi, kualitas bangunan sangat rendah,
prasarana lingkungan tidak memenuhi syarat dan rawan, yang dapat membahayakan
kehidupan dan penghidupan masyarakat penhuni, dapat ditetapkan olch pemerintah dacrah
tingkat 1l yang bersangkutan sebagai lingkungan permukiman kumuh yang tidak layak huni
dan perlu diremajakan, khusus untuk Dacrah Khusus Ibukota Jakarta ditetapkan olch
Pemerintah Dacrah Khusus Ibukota Jakarta. - :

Ayat (2) - - : .

Dalam pelaksanaan progran peremajaan lmgkungan kumuh tersebut perlu adanya
kesepakatan antara masyarakat pemilik tanah dan/atau penghuni dengan pemerintah daerah,
karcna dalam pelaksanaan peremajaan tersebut dapat terjadi perombakan menyeluruh,
schingga penghum untuk sementara waktu dimukimkan di tempat lain utuk kcmudnan
dimukimkan kembali di kawasan yang telah dlrcmajakan tcrscbul

Aya.,t@) ST
Cukupjel_as' L

PASAL 29

Ayat(l) e E O S T P P
- Hak dan kesempatan untuk berperan serta yang sebesar- besarnya lersebut mehputl kcglatan'
: dalam proses pemugaran, perbaikan, peremajaan lingkungan dan pembangunan perumahan. :
Agar masyarakal bersedia dan mampu berperan serta dalam kegiatan fersebut. Pemerintah
' menyclcnggarakan penyuluhan dan pcmblmblngan, pendldlkﬁn, serta pehilhan y'mg sesuai
dengan kcmampuan masyarakat ' S o o :

i'z\yat(z)

_ Peran scria masyarakat dlhbalkan secara dlm mulal darl tahapan menyepakah permasalahm
" bersama, merumuskan progran, menyusun rencana  pelaksanaan, mengawasi  dan

nwngend'lllkan program_ dengan pendckatan dari bawah keatas. Pelaksanaan peran serta

- masyarakat di bidang perumahan dan pcrmuklman dapat melalui proses formal dan non

~ formal, baik dalam benluk kopera31 maupun benluk S'lha bersama swadaya masyarakat yang
_lam ' : - : -

'11PASAL30-

5 Ayat (1)

- Wujud pembmazin di bldang perumahan dan pemmklman tersebut berupa kcbljaksanaan
- stralegi, rencana dan program yang meliputi berbaga1 aspek antara lain :

rumah prasarana dan sarana lmgkungan L

' fata ruang, L

'-perlanahan R I TSP e
~ industri bahan, Jasa konstmk51 dan rancang bangun
_pembrayaan, . : ‘
kelembagaan; . |

rgsumber dya manusna, Sl i

'peraturan perundang undangan

=0 e e s=f;:=' B

Coaas o



Ayat (2) - : - : S P
Pcmbmaan secara terpadu dan bcrkehn]utan dllakukan terhadap badan usaha dl bldang
perumahan yang meliputi pembimbingan usaha, pengembangan kemampuan manajemen, -
kemudahan pcrl?man usaha unluk menmgkalk'm h'ml keryl daya sahng dan langgung Jawab
profesi.- : - . : : .
Pemerintah mcmbina badan usaha sebagaimaha' tersebut diatas, yaltu pcrusalnan'
pembangunan perumahan baik BUMN, BUMD, Koperast, perseorangan maupun swasta yang
~bergerak antara lain dibidang usaha industri bahan bangunan, industri komponen bangumn
- konsultan komraklor dcvcloper dan lembaga lembaga kcuangan S :

M@
Cukl'lp'jelas" ‘

' PASAL 31

Berbagai aspek yang terkait dalam pcmbangunan perumahan dan permuknnan yang Wa‘]ib‘
- diperhatikan  sccara nu:uyeluruh dan terpadu antara lain meliputi peningkatan jumlah
. penduduk dan penycbarannya, perluasan kesempatan kerja dan usaha, program, pembangunan

scktoral dan pembangunan dacrah, pelestarian kemampuan lmgkung'm kondisi geografis dan . .

potensi sumber daya alam, termasuk dacrah rawan bencana, mlal sos:al dan bud'lya daerah '
~dan pcngcmbangan kelembaga’m : '

" Rencana, program dan prioritas pembanglman perumahan d'm pernmknnan, sehm mcrupak‘m

bagiandari pclaksanaan rencana fata ruang wilayah perkotaan dan bukan perkotaan. dacrah

 tingkat If yang dijabarkan dari rencana tata ruang wilayah daerah tingkat [ yang bcrsmgkutan
_]llg’l memperhaukan slralegn nasmnal pcngcmbangan perkotaan ‘ .

.PAVSAL 32, o | o
CAyat(ly o0 o
Hurofa 0 & _ ;

Penycdlaan tanah untuk pemmahan dan permuklman melalun penggunaan tanah ncgara sclam :

* ditujukan untuk penyediaan kaveling tanah matang dengan pencrapan sibsidi- sﬂang, Juga
ditujukan sebagai modal untuk cadangan tanah negara secara bcrkelanjutan R TR

Pencrimaan hasil penggunaan tanah negara tersebut dlgunakan untuk penyediaan lanah dl

lokasi lain schingga selalu tersedia cadangan tanah negara dalam jumlah yang memadal untuk .

: pembangunan pcrumahan dan permuklman pada waklu yang akan datang g

Huruf b
Cukup jelas :

Iluruf c

Pclcpasan hak atas tanah oleh pemlllk tanah dllakukan dengan kesepakatan snhmgga lldak' S

meruglkan pemlhk hak alas tanah

Ay‘eii (2) _
Cu_kupjclas_ '

A2 o




PASAL 33

Ayat (1) :
Pemupukan dana dilakukan Pemerintah dengan memanfaatkan sumber-sumber dam sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. :

Ayat (2)

Kredit untuk erumahan antara lain berupa kredit pemilikan rumah, kredit pembmgunan
rumah, kredit perbaikan rumah dan kredit pemugaran rumah. .
Melalui bantuan dan/atau kemudahan ini diharapkan masyarakat mampu mcmbangun
memperbaiki, memugar sendiri atau memiliki rumah sendivi dengan fasilitas yang scmakm _
lcrscdla dan terjangkan.

‘ PASAL 34

Pembangunan pemmahan dan permukiman selalu diusahakan dengan mcnmnf'mtk'm hasil
penelitian dan pcngcmbangan tcknologi, industri bahan bangunan, jasa konstruksi dan
* rancang bangun yang sesuai dengan lmgkungan dan sejavh mungkin menggunak'm bahan

bangunan lokal secara ‘bijaksana dan hemat energl serta sqauh mungkin mcnggunakau tenaga
kerja setempat.

.- Hal ini dimaksudkan untuk menck‘m blaya pcmb'mguuan dengan mutu yang mcmadal dan

mendorong pengembangan usaha dan sentra produksi, agar dapat memperluas kescmpatan

' usaha dan kcsempatan kcrja dan 111enumgk1nkan pcmcralaan pembangunan dan hasd hasnlnya

_ PASAL 34

Ayat(l) | A e -

'—Pen)erah"m sebaglan urusan pemermtahan mengenal tugas dan wcwcnang pembmmn di

- bidang perumahan dan permukiman  kepada pemerintah  daerah, dimaksudkan untuk

"~ mendorong termuudnya titik berat otonomi berada di daerah tingkat 1I sesuai dengan
~ Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok pemerintahan di Daerah khusus
~uniuk Daerah Khusus lbukota Jakarta berlaku sesuai dengan Undang-undanag No. 11 tahun
- 1960 {enlang susunan Pcmcnntahan Dacrah Khusus lbukota Negara Republik ]ndoncsm '

Jakarta : : : :

o Avat @ |
. Cukup jelas

PASAL36
: Ayat(l) S
Cukupjclas c

= 'Ayat (2) S
: Cukupjelas o

""-'"_Ayat(i%) R
Cukupjelas




Ayat (@)
Cukup jelas

PASAL 37
~ Cukup jelas

PASAL 38
Cukup jelas

PASAL 39 _
Cukup jelas

PASAL40
Cuku;i jclas‘ '

'l’ASAL FIEE
Cukup jelas _

PASAL 42

Setelah undaﬁg—und‘mg ini dlundangkan dlpandzmg perlu Pemermtah mengﬁdak'm persmp'm
: scperlunya S _ .

. : 'l‘a“.lb.ah_an Lembafah Ncgaré RCpllb]ik I.[ld(i“es.ia Non‘0r3469 .V g

TARS



Lampiran 2 PP No. 80 tentang KASIBA dan LISIBA

- Undang-undang Republik Indonesia
No. 80 Tahun 1999
: Tentang
Kawasan Saap Bangun dan Lingkungan Siap Bangun yang Bcldm Sen(lm
Dengan Rahmat Tuhan yang Maha Esa :

Prcs;dcn chubl:k ]ndonesm

Mcmmbang

a.

.
2

Dalam PP ini yang d:maksud dengan ‘ o - ORI T Y . o
. Kawasan pen‘nuklman adalah’ kawasan budldaya yang dltetapkan dalam rcncana tata e
. ruang dengan fungsi utama unfuk permuklman R ' S
Permukiman adalah baglan “dari lmgkungan hldup di luar kawasan lmdung, balk yang _
"..berupa kawasan perkofaan maupun perdesaan yang: berfungsn sebagai lmgkungan tempat
- tinggal afau lmgkungan human dan tempat keglatan yang mendukung perl kchldupan dan o
penghldupa.n, T '
. Prasarana lmgkungan adalah kelengkapan dasar ﬁ51k Imgkungan yang memungkmkan
rlmgkungan permuklman dapat berfungs.1 sebagalmana mestmya : :

2

Bahwa untuk memenulu kebutuhan perumahan dan pelmukumn dalam Jangka pcndck '
* menengah dan panjang perlu dlusahakan pembangunan kawasan permukiman skala besar
~ melalui penyediaan tanah siap bangun dan kaveling tanah matang yang sesuai dengan

rencana tata ruang wilayah Daerah Kabupatcn dan Dacrah Kota yang tcrcncana sccara

3 menyeluruh dan terpadu

Bahwa pembangunan kawasan permuklman skah bcsar secara menycluruh d'm telpadu

b.
- tlersebut meliputi penye!enggaraan kawasan smp bangun dan lmgkungan swp bangun yang
. berdiri sendiri;. - - o
c. Bahwa dalam rangka mclaksanakan ketentuan Pasal 19 dan Pasal 32 Undang-undang No
.4 tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman, perlu menetapkan Peraturan
-~ Pemerintah tenlang Kawasan Slap Bangun dan Imgkungan Slap Bangun yaug berdm
' ‘__‘:scndm e R ) L
Mengmgat . e e
Pasal § ayat 92) Undang Undang Dasar 1945 A '
Undang-und'mg No. S tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok pokok Agrana .
~ {Lembaran Negara Repubhk Indones:a Iahun 1960 No 104 tambahan Lcmbaran Negara '
. No.2043); - - o
Undang- undang No. 4 tahun 1992 tentang Perumahan dan Pennuklman : (I embaran
3 Ncgara Repubhk Indonema tahun 1992 No 23 tambahan Lembaran Negara No. 3469)
Memutuskan
. Menctapkan ‘ ;. : Lo SO : i S .
*. Peraturan Pemermtah tentang kawasan 31ap bangun dan lmgkungan 51ap bangun yang bcrdm
- sendm ' ' : : - SR
. BAB[ . S
KETEN'I UAN UMUM RPN
Pasall



Sarana lingkungan adatah ffislhtas penunjang, yang berfungsi untuk pcnyelcnggaman dan

. pengembangan kehidupan ckonomi, sosial dan budaya; -

Utilitas umum adalah sarana penunjang untuk pelayanan lingkungan;

Tata ruang adalah wujud slmk{ural dan poia pcnnnfaatan ruang baik direncanakan
maupun tidak; : : _

Rencana tata ruang adalah lﬂSll perenc'maan lata ruang,

Kawasan siap bangun, sclanjutnya disebut KASIBA, adalah sebld'mg tanah yang fisiknya
telah dipersiapkan untuk pembangumn perumahan dan permukllmn skala besar yang
terbagi dalam satu lingkungan siap bangun atau lebih yang pchksmaanny‘t dilakukan
secara bertahap dengan lebih dahulu dilengkapi dengan jaringan primer dan sekunder

- prasarana lingkungan sesuai dengan rencana tata ruang lingkungan yang dlletapkan oleh
+ Kepala Daerah dan memenuhl pcrsqutan pembakmn pehyanan prasarana dan sarana
-~ lingkungan.

~ Lingkungan siap bangun, selanjumya dlscbut LISIBA adalah scbldang tauah yang'

- merupakan bagian dari KASIBA ataupun berdiri sendiri yang tclah dipersiapkan dan
*dilengkapi dengan prasarana lingkungan dan selain itu juga sesuai dengan persyaratan

pembakuan fata lingkungan tempat tinggal atau lmgkungan human dan pelayanan

- lingkungan untuk mcmbangun kaveling tanah matang;

10.

Lingkungan siap bangun yang berdiri sendiri, sclanjuthya dlsebut LIS!BA yang bcndm'

sendiri adalah 1LISIBA yang bukan merupakan bagian dari KASIBA, yang dikelilingi oleh . :

lingkungan pcruma]nn yang suchh terb'mgun atau dlkehlmg: oleh kawasm den;,an

- fungsi-fungsi lain;

1

. Kaveling tanah nmléﬁg adalah scbldang tanah yang lelah dlpcrsnpl\an scsual dcngan

- persyaratan pcmbakuan dalam penggunaan, penguasaan, pemilikan tanah dan rencana tata

12

- ruang Jingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian untuk membangun bangun'm o
Penyediaan tanah untuk perumahan dan permuklman adalah’ setiap kegiatan pemenuhan .

~ kebutuhan tanah untuk perumahan dan permuklman melalm penyelenggaraan pengelohan -

1.

~ KASIBA dan LISIBA yang berdiri sendiri;
13.

Konsolidasi tanah permukiman adalah upaya penataan kcmbah penguasaan pcnggunaan :
dan pemilikan tanah olch masyarakat pemilik melali usaha bersama untuk membangun
LISIBA dan penyediaan kaveling tamh matang’ sesual dengan rencana tata ruang yang
ditctapkan olch Kepala Daerah; = -

Badan usaha adalah badan yang keglatan usahanya dlbldang pembangunan pcrumahan :

+ dan permukiman yang dldmkan berdasarkan hukum Indoncma dan berkedudukan dl_f_-

15.

16.

Indonesia;

Badan pengelola adalah Badan usaha Mlllk Negara dan badan lam yang dlbenluk oleh_
Pcmermhh yang diiugam sebagal pengclola KASIBA lermasuk Badan Usaha Mlhk

- Daerah; -~ .
Pcnyclcnggara adalah kelompok masyarakat pem]hk lanah atau badan usaha yang :
~ ditetapkan oleh Badan Pengelola untuk mcmbangun LISIBA atau dltunjuk o!ch R

- pemerintah Daerah untuk membangun LISIBA yang berdiri sendiri; -

RV

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten/Kota beseria perangkai daerah ot(momll -
- yang lain sebagai badan eksekutif daerah, ‘sedangkan unluk Daerah Khusus Ibukota. '

- - -Jakarta adalah Pemermtah Daerah Khusus Ibukota Jakarta; b

18,

Kepala Daerah adalah Bupati atau’ Wallkota sedangkan uhtuk Daerah Khusus lbukota R
- Jakarta adalah Gubernur Daerah Khusus Ibuikota-Jakarta, =0 o

' 19 Menlcn adalah Mcnterl yang bertanggung _|awab dl bldang péruméhan permuklman




BABII
- Tujuan
_ - Pasal2
(H Pengelola'm KAS]BA berlujuan agar tersedia ! (satu) atau leb:h I[SiBA yang telah
* " dilengkapi dengan jaringan primer dan sekunder prasarana lingkungan, serta memenuhi
persyaratan pembakuan pelayanan prasarana, sarana lingkungan dan ufilitas amum untuk
pembangunan perumahan dan permukiman sesuai dengan rencana tata ruang wilayah.
(2) Pengelolaan LISIBA bagian dari KASIBA dan LISIBA yang berdiri sendiri bertujuan
- agar tersedia kaveling tanah matang beserta rumah dengan pola hunian yang bcrlmbang,
tcrencana dan terjangkau bagi seluruh laplsan |nasyarak'1t :

T ' , ’ BABIH o i ‘ L
Pcn) c!enggm aan Pcngelolaan KAS]BA dan LlSlBA yang bcrdm scndlrl .
S - Pasal 3 L O
(n Pcngclolaan KAS[BA dllakukau olch l’emermiah yang pcnyclenggfirafmnya dllaksmakan
oleh Badan Pengelola. s
(2) Badan pengelola scbagmmana dimaksud pada ayatl (l) dapat berup'a.
a. Badan usaha milik negara; : i :
- b." Badan lain yang dibentuk olch Pemermlah yang berlugas scbagal pcngcloh KAS]BA
_ lermasuk Badan Usaha Mlhk Dacrah o

' ' ' Pasal4 el :
. (l) Pcnunjukan Badan Pengclola unluk mcnyelenggarakan sualu KASIBA d]lakllk"lll olch L
' Kepala Dacrah.
_ (2) Penun;ukan scbagalmana dnmaksud pada ayat (1) berlaku juga sebagal izin perolehan _
. * tanah. '
(3) Untuk dapat dlllllljllk oleh Kepala Dacrah sebagai pengelola KASIBA sebagalmam
+ - dimaksud pada ayat (1), Badan Pengelola harus memenuhi persyaratan: _ '
1.- mempunyai tenaga ahli serta kemampuan administrasi, teknis dan keuangan _ _
- 2.: 1ncnga_1ukan pcrmohonan untuk mengelola KASIBA dcngan dlserlal rencana dan -
- . program penyelenggaraannya kepada Kepala Daerah dan TR O
' E‘: 3- mengikuti kompetisi. : . IR -
SN ) Keétentuan lebih Janjut mcngenal laia cara pcnumukan Badan Pengelola sebagalmana
L dlmaksud pada ayat(l) dlalur oleh mcnteu : SR Lo

PasalS ol e :

o "_ 7'7;':'(]) Pengelolaan LISIBA baglan darl KASIBA dllakukan olch masyarakai pemlhk tamh alau

o badan usaha di bidang pembangunan perumahan dan permuklman sebagai penyclenggara.
(2) Badan usaha scbagai penyelenggara seb'xgalmana dnnaksud pada ayal (1) dltumuk oleh
Bad’m Pengelola mehlul kOl‘IlthlSl Ll : . _

TR LT : Pasaiﬁ RO ) e L
_(l) Badan Pengelola udak dapat menjadi Penyelenggara LISIBA kccuall dahm hal tcrtcntu S

e (2) Dalam hal tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu :

Cova apablla t:dak ada badan usaha yang mcngajukan permohonan 'sebagax penyelcnggara
Cr s atau s : : B T A L B IR A
S umuk menjaga stabnhsasr harga rumah -'Pf D Dot

A




(3) Untuk menjaga slabnhsam harga rumah scbagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b,
Badan Pengelola hanya dapat menyclenggarakan 1 (satu) LISIBA dalam KASIBA yang
terdiri dari lebih 1 (satu) LISIBA yang pembangunannya dilakukan secara bersamaan.

(4) Apabila dalam hal tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b pembangunan
KASIBA yang terdiri lebih dari 1 (satu) LISIBA dilakukan sccara bertahap dan Badan
* Pengelola tiap tahap hanya menyelesalkan 1 (satu) LISIBA, maka B'ld'm pengelola tidak
 dapat l]lCi]jadl Pcnyelenggara : S

’ Pasal 7. : e '

(l) Pengelolaan LlSlBA yang bcrdm sendlrl dllakukan olch 111'15yarakat pemlhk tanah atau
badan usaha di bidang pembangunan perumahan dan permukiman scbagai penyelenggara. -

'(2) Masyarakat pemilik tanah scbagai penyelenggara dapat melakukan penyelenpgaraan
LISIBA yang berdiri sendiri dengan membentuk usaha bersama yang anggotanya terdiri
dari para pemilik tanah, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku,

(3) Badan usaha scbagal penyelenggara dapat melakukan penyelenggaraan LISIBA yang
berdiri sendiri yang bukan dll'lkukan oleh masyarakat pemlllk tanah sebaganmna
dimaksud pada ayat (2). A

© (4) Penunjukan penyclenggara ‘untuk menyelenggalakan suaiu L!S]BA yang bcrdm sendm :

dilakukan olch Kepala Dacrah.

(5} Pemlmukan sebagalmana dlmaksud pada ayat (4) berlaku Juga sebagal izin’ pcrolehan
tanah. :
- (6) Persyaratan pemmjukkan scbagalm'ma dlmaksud df\lam Pasal 4 ayal (3) hcrlaku pula -
untuk penyelenggara LISIBA yang berdiri sendiri. : ‘
~ (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai fata cara penunjukkan pcnyelenggara sebagalmana

dlmaksud pada ayat (4) dlatur oleh Mcntcr; : TR :

O _ o BAB lV
T Penetapan Lokasi dan Penyedlaan lanah
! Bagian Pertama .- -
- Umum |
" Pasal 8 -

: '(l) Penetapan lokaSI umuk KASIBA‘dlselenggarakan dalam kawasan pennuklman skala -

besar pada kawasan ‘perkotaan dan atau kawasan perdesaan dan atau kawasan terlentu

yang terletak dalam 1 (satu) Daerah Kabupalenli(ota atau Daerah Khusus lbukola Jakarta
= sesuai dengan rencana tata ruang wnlayah S

(2) Penetapan lokasi untuk LISIBA yang berdm sendm dltctapkan dalam kawasan :

pcrmuk;man yang bukan dalam skala besar pada kawasan perkotaan dan atau kawasan °

tertentu yang -terletak dalam 1 (satu) Daerah Kabupaleanola atau Daerah Khusus .

. Ibukota jakaﬂa sesuai dengan rencana tata ruang w:layah ' SRR i

Lo : - Pasal9 S R N
- (l) Dalam penyiapan lokas1 untuk KASIBA Pemermtah Daerah harus mempcrhatlkan

~ a.jumlah unit rumah yang dapat ditampung dalam 1 (satu) KASIBA sekurang-kurangnya Lo

3,000 (nga rnbu) umt rumah dan sebanyak banyaknya 10 000 (sepu]uh nbu) umt rumah 3
dan

b jumlah amt rumah yang dapat dltampung dalam 1 (satu) ],lSiBA sekurang kurangnya‘ o

) - 1,000 (senbu) unit ramah dan sebanyak- banyaknya 3,000 (tiga ribu) unit rumah.. o
2 Dalam penyiapan lokasi untuk LISIBA yang berdiri sendiri. Pemermtah Daerah harus :

mempcrh’ahkan bahwa jumlah unit rumah yang dapat dlbangun sekurang kurangnya 1 000 T :

. (seribu) unit rumah dan scbanyak banyaknya 2 000 (dua nbu) umt rumah



.(3) Dalam menentukan lokasi dan luas untuk KASIBA dan atau LISIBA yang berdiri séndiri
Pemerintah Daerah dapat mclakukan dengar pendapat dari masyarakat/kelompok
masyarakat terkait. .

Baglan chua
Penctapan Lokas: KASIBA dan LISIBA yang bel diri sendm
Pasal 10
(1) Pcnetapan suatu lokasn KASIBA dilakukan dengan Keputusan ch'lla Dacrah
(2) Untuk dapat ditetapkan sebagai KASIBA sebagaimana dimaksud pada ayal (l), B'idan
Pengelola harus membuat sekurang- kuranguya '
. . rencana terperlncl fata ruang; - RN R L -
b. data mengenai luas, batas dan kepemllikan tanah sesuai dengan * tahapan
‘pengembangan dalam rencana dan program penyelcnggaraannya
c. jaringan primer dan sekunder prasarana lingkungan yang telah sclesai (libangun dan
tetah berfungsi untuk melayani sekurang-kurangnya 25% (dua puluh lima per scmtus}
: - dari luas KASIBA dan minimal dapat melayani 1 (satu) LISIBA. .
(3) Setelah ditetapkan menjadi KASIBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan
pengelola menetapkan lokasi LISIBA  sesuai dengan rencana terpermm tata ruang
~ scbagaimana dimaksud p'lda ayat (2) huruf a, _ : S S
(4) Ketentuan mengenai kriteria dan persyaratan teknis pcnyusunan rencana tcrpcrmcl tata'
~. Tuang kawasan sebagalmana dimaksud pada ayat (2) huruf a dlatur ieblh lamut o!eh
- Menteri yang bcrtanggung |'1wab di bldang pcmtaan ruang ' : :

L ' Pasalll b : ' AT e
_ _Setelah dllclapkan menjadl L!S]BA scbagalmana dlmaksud dalam Pasal 10 ayat (3) Badan
Pengelola menyerahkan baglan LISIBA kepada badan usaha di bidang pembangunan
perumahan dan pcrmuklman berdas*trkan hasil kon1pet131 sebagalm'ma dlmaksud dalam Pasal__ _
5 ayal (2). Lo : R _

' ‘ Pasal 12 : :

: (l) Penetapan lokasn LlSlBA yang berdlrl sendm ditetapkan dengan Keputusan chala

. 4 Daerah. - .., ,
(2) Untuk dapat dltetapkan sebagal LISIBA yang bcrdm scndm sebagaunana dnnaksud p'lda 3
: ayat (1), maka lokasi tersebut harus memenuhi persyaratan sekurang-kurangnya T

- a. sudah tersedia data: mengenai luas batas dan kepemilikan tanah sesual dengan tahapan
S pengembangan dalam rencana dan program penyelenggaraannya R .

b. lokasi tersebut telah dilayani jaringan primer dan sckunder prasarana lmgkungan _
“¢. lokasi tersebut telah dilayani fasrhtas sosml fasnht’ts umum dan fasﬂnhs ekononn -
RN setmgkal kecamatan R : ;

: e A Pasal 13 , : SR ; :
'_ (1) Untuk memenuhl persyaratan scbagalmana dlmaksud da}am Pasal 10 ayat (2) huruf b,

Badan Pengelola melaksanakan inventarisasi mengenai penggunaan, luas, batas dan .

*pemilikan tanah yang berada dalam lokasi . KASIBA dcngan bantuan mshnsn_
" - Agraria/Pertanahan di dacrah setempat. 1
-' (2) Untuk: memenubi persyaratan sebagalmana dnmaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a,

penyelenggara melaksanakan -inventarisasi’: mengcnal penggunaan, luas, batas dan =

pcmxhkan tanah yang berada dalam lokasi LISIBA yang berchn sendm dengan bantuan B
mstan51 Agrana/Pcrtanhan dl dacrah setempat. B R EOPs AT




~a. konsolidasi tanah

" Bagian Kefiga
- Penyediaan Tanah
Paragraph 1
- Umum
- Pasal 14
Penyediaan tanah untuk KASIBA atau IJSIBA yang berdiri sendiri dapat dilakukan diatas
tanah negara dan atau tanah hak :

= : Pasal lq - : : .
Pelal\sanaqn peny cdlaan t'mah diatas tanah negara dan atau tanah hak scbagalmana cllmaksud
~ dalam pasal 14 dlupayakm tidak ada pcnundahan penduduk ke lvar lmgkung’m yang
bersangkutan. : _

Paragraph2 -
“'Fanah Negara
< Pasal 16 B :

(l) Dalam hal lanah negara scbagalmana dimaksud dalam pasal 14 lldﬂk ‘ada pemakamva o
- maka Badan Pengelola atau penyelenggara dapat langsung menga_mkan permohomn hak
atas tanah ncgara tersebut sesuai peraturan pemnd'mg-undangan yang berlaku. _

(2) Dalam hal tanah negara sebagalmana dimaksud dalam Pasal 14 dikuasai oleh masyalakat '
- hukum adat sebagai hak ulayatnya, maka perolchan hak atas tanah negara tersebut dapat
“dilakkukan olch Badan Pengelola atau pcnyclcnggara dengan memberikan penggammn
" yang layak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berfaku. - : '

(3) Dalam hal tanah negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 adalah bekas lanah hak
- yang dipakai oleh perseorangan atau badan hukum, maka perolehan hak atas tanah negara
* tersebut dapat dilakukan oleh Badan pcngelola atau Penyelenggara dengan meng'ldakan :
pcnyclcsatan sesuai dengan kctcntuan pcr'iluran penmdang—undangan yang bcrlfiku L

o Paragraph3
- Tanah Hak
Pasal 17 .

s Perolchan hak atas tanah yang dxkuasm oleh perseorangan atalu badan hukum dlhkukan oleh e

Badan Pcngelola atau Penyelenggara dengan mengadakan penyelesaian dengan pemegang
hak alas tanah sesual dengan peraluran perundang-undangan yang berlaku : =

: SHIREE 2 Pasalls -
_Pcnyelesalan sebagalmana dlmaksud dalam Pasal 17 dllakukan melalm

b. jual beli; |
c. tukar menukar; . .
d. pelepasanhak. -

TR e _ _-‘ Pasal 19

Yang menjadl peserta konsolndam tanah adalah

a. perseorangan pemegang hak atas lanah P ' . o :

b. perseorangan pemakai tanah negara yang mcmenuhl salah salu syamt scbagal bcnkut .
1) bekas pemegang hak yang sudah berakhir jangka waktu haknya yang tanahnya bmk

- dipakai senditi maupun dipakai orang ' lain dengan ketentuan  sudah mengajukan
permohonan perpanjangan alau pembaharuan hak dalam 1 (satu) tahun sesudah ]angka SO

- waktu haknya berakhlr '



2) pemakai tanah ncgara berdasarkan izin dari instansi yang bersangkutan;
3) pemakai tanah negara yang pada saat ditetapkan sebagai lokasi KASIBA atau LISIBA
yang berdiri sendiri pemakaiannya telah lebih dari 20 (dua puluh) tahun dan tidak ada
teguran dari pemerintah atau keberatan dari masyarakat lingkungannya. :
c¢. Badan keagamaan dan badan sosial yang ditctapkan oleh Pemerintah yang dapat mCIlJ'ldl
pemegang hak aias tanah atau pemakai tanah yang memenuhi salah satu syarat
3 scbaga:mana dimaksud huruf b; ;

d. Instansi pcmcrmtah atau badan hukum sepanﬁng mcngenal tanah yang dlpergunak'm

, untuk perumahan k'iryawannya -

- : Pasal 20 :

: (l) Dahm rangka konsohdam tanah dllakuk'm penataan kcmball penguasaan penggunaan dan
kepemilikan tanah sesuai deng‘m rencana teknik ruang yang telah disusun olch Bad'm

- Pengelola atau penyelenggara LISIBA yang berdiri senditi. :

(2) Dalam rangka penataan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (l) peserla konsohdasn
tanah menyerahkan tanahnya kepada Badan Pengclola 'uau penyelcnggara LISIBA yang
. berdiri sendiri. :

(3) Pescrta kcnsohda51 tanah berh'lk untuk menerima kemball kavelmg tanah matang dan '1i'1u

* kaveling t'mah matang berikut rumah dan atau satuan rumah susun di dalam LISIBA atau

LISIBA yang berdiri sendiri yang dlbangun oleh Badan Pengelola atau penyelcnggara

~ LISIBA yang berdiri scndm dengan nilai yang palmg sedzklt sama dcngan har g'1 mmh
dan objek diatasnyaa sesuai dengan status penguasaannya.

(4) Luas, letak dan jenis hak masing-masing kavling tanah mat‘mg dan at’m kavlmg lanah
matang berikut rumah dan atau luas dan letak satuan rumah susun yang dlbcnkan kepada

| para peserta konsolidasi lanah sebagalmana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3)

. discsuaikan dcngan status pcnguasaan tanah semu!a (Ian sesual dcngan rencana teknik
~ ruang sebagalmana dimaksud dalam ayat (1). ' :
Lo (5) Selama berhngsungnya pelaksanaan konsolidasi tanah scbagamnna dnnaksud pada ayat
1 (1), masyarakat peserta konsolidasi tanah tldak bcrkumng hak keperdata'nmya tcrhachp
kepemlhk'm tanah lersebut ST o

: - : - Pasal 21 - :

(1) B'ldan pengelola dan Pemermlah Daerah mcmbenkan penyuluhan blmbmgan bamuan

: dan kemudahan kepada pemegang hak dan pemakai tanah sebagalmana dimaksud dalam
- Pasal 19, agar bersedia dan mampu melakukan konsolidasi tanah, : : '
* (2) Pelaksanaan Konsolldam tanah dlpuluskan dcngan cara musyawarah 'mhra para peserta :
“ konsolidasi lanah dengan Badan Pengelola 'llau penyelenggara [IS]BA yang bcrdm :
. sendiri dcngan banluan Kepala Dacrah :
- (3) Jika pemcgang hak atas tanah atau pemakal tanah scbagamlana dlmal\sud dahm pasal 19
tldak bersedna melakukan konsolndam tanah atau tidak bersedia mengcmbangkan tanahnya
h _VISCSlIEll rencana lata ruang atau tidak menyelmun keputusan yang diambil - dalam
'musyawarah scbagalmam dimaksud pada ayat (2),” maka badan pengelola atau
" penyelenggara LISIBA yang berdiri sendiri dapat memperoleh tanah yang bersangkutan
- “ dengan cara jual beli, tukar menukar, pclepasan hak atau dengan cara Iam scsual dcngaly L
S "peratulan perundang-undangan y'mg berlaku o ‘

Pasal 22

Ketentuan leblh lanjut mengcnal konsohdasn tanah daiam rangka penyediaan tanah unluk' o

pennmhan dan permuklman dltetapkan olch Memen yang bcrtanggung jawab d1 bldang
‘_._c_-_agrarla/pertanahan Gl S e : -

o A3s



' : : : Pasal 23 SR
l’crolchan l'unh dcngan cara Jual beli atau lukar menukar dllaksanakan sesuai pcmtur'm
perumdang-undangan yang bcrlaku : C

: Pasal 24 :
(D Pcrolehan tanah dengan cara pelepasan hak dilakukan dcngan pcnggantlan yang layak
" kepada pemegang hak atau pemakai tanah, sehingga tanah yang bersangkutan menjadi
tanah ncgara yang dapat diberikan dengan sesuatu hak kepada Badan Pengelola atau
penyclenggara LISIBA yang berdiri sendiri. :
(2) Penggantian yang layak dalam rangka pcnyedlaan tanah untuk pcunnah'm dan_
; permuklm'm diberikan kepada:
- a. pemegang hak atas tanah;
- b. nadzir bagi tanah wakaf; = - :
¢. orang atau badan hukum pemak‘n hnah ncgara yang mcmcmlhl syarat sebagaumna
. dalam Pasal 19; B : ‘
d. orang atau badan hukum yang berhak atas bangunan dan alan tanaman dan at'ul benda-
~ " benda lain yang berkaitan dcngan tanah yang bersangkutan, © - SRR
(3) Pcnggantlan yang layak sebaganmna dnmksud pada ayat (2) dlbenkan untuk
la Hak atas tanah; S
“ b Pemakalan tanah yang mcmenuhl syarat sebagammna dlmaksud dalam Pasal 19 huruf
by - : -
c Bangunan dan atau tanaman d'm atau bcnda bcnda lain yang bcrkaitan dcng'm tanah '_
' yang secara sah ada dlatas atau dldalam lanah yang bersangkutan ' :

(4) Bentuk Penggantlan yang layak sebagalmana dlmaksud pada ayat (2) dan qyat (3) d‘lpal
berupa: - : .

Uang; - - T
Tanah penggantl S
Permukiman kembali; S MR
Gabungan dari 2 (dua) atau lebah bentuk pcnggantnn yang layak sebagalmam :
. dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf ¢ atau '
e Benluk lain yang dlselli_]lll oleh plhak-plhak yang bersangkutan

o e

L PasalZS o Pt

(1) Penclapan besamya pengganllan yang layak dll‘lkllk'm deng‘m memperhltungkan

~a. Nilai tanah yang didasarkan atas nilai jual obyek Pajak Bumi dan Bangunan; - o

- b Nllal Jual bangunan yang dldasarkan atas kntena dan tata cara pcnaksnran mi'u -

. bangunam; - 3 o

"7 ¢, Nilai jual bangunan yang dldasarkan alas knterla dan tata cara penak31ran mlal o
7' bangunan; - : :

" d. Nilai jual bcnda - bcnda lam yang dldasarkan alas kntcrla dan tata cara penaksuan
"* " nilai benda ~ benda lain. " : ik SR
(2) Perhntungan nilai-nilai sebagal dlmaksud pada ayat (1) dllaksqnakan sesual dengan -

peraluran perundang undangan yang berlaku : e .

A



: L _ Pasal 26 o -
Bentuk dan besarnya pengganmn y'mg layak ditetapkan deng’m cara musyawarah yang
dilaksanakan sccara langsung amtara pihak yang berhak dengan Badan Pengelola atau
penyelcnggara LISIBA yang berdiri sendirt.

- Pasal 27 - :
~ Ketentuan lebih lanjut mengenai penggantian yang layak scbag’umana dunaksud dalam Pasql

24, Pasal 25 dan Pasal 26 diatur oleh Menteri yang bertanggung j'lwab di bidang agraria /
pcrtanah’m -' R S S

L Bab V ,
Pemberlan Ilak atas tanah dan Pendaftarann}a
: : :  Pasal28 —

(1) Badan Pengclola Wa_]lb segera mengurus hak atas tanah yang sudah dlperolehnya ddll
lanah hak masyarakat pescrta konsolidasi tanah,

(2) chada Badan Pengelola diberikan hak pengelolaan sesxl'u dengan peraiur'm pcrundang-
undangan yang berlaku. .

~(3) Hak pengelolaan scbagaimana dlmaksud .pada ayat (2), hdak meliputi bldang-bldang

- . tanah hasil konsolidasi tanah scbagaimana dimaksud dalam Pasal 20. o :

' (4) Badan Pcngclola Wajlb untuk menyelesaikan pengurusan hak atas tanah hasil konsolld'm

.. tanah sebagalmam dlmaksud pada ayat (3) atas nama peserta konsohdasn tanah dan* .

R g men)crahkan semﬁkalnya kepada peserta konsohdam tanah. .,
 (5) Kepada penyelcnggara LISIBA diberikan hak guna bangunau atau hak pakat dratas hak
- pengelolaan sesuai dengan peraturan pcrundang undangan yang bcr}aku B

(6) Hak pengelolaan dan hak atas tanah scbagaimana dimaksud pada ayat (2) déﬁ 1yat (5) |

_harus d|daftarkan pada mst'mm Agrarla/ Per(anahan Kabupaten atau Daerah Koh
R selempat o
'(7) Dalam hal hak guna bangunan dan hak pakal diatas hak pengelolaan yang sud'1h

. discrahkan kepada pihak ketiga, maka hak pengelolaamlya menjadi hapus sejak_ :

: didaﬁarkan sebﬁgal hak guna bangunan hak pakai atau hak lmllk

L : S Pasal 29 '
. (]) Penyclenggara LISIBA yang berdiri sendiri waij segera mengurus hak at‘ts lanah yang'
_ sudah dlperolclmya dan tanah hak masyarakat peserta Konoslidasi Tanah. -

- (2) Kepada penyelenggara LISIBA yang berdiri sendiri diberikan hak guna bangunan atau

- hak pakai sesuai dengan peraluran perundang-undangan yang berlaku. . '
(3) Pcnye!enggara wajib untuk menyelesaikan pengurusan hak atas tanah hasil kOﬂSO]ldaSl

* tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas nama peserta konsolidasi tanah dan
. menycrahkan serlifikatnya kepada para peserta konsolidasi tanah. = -

(4) Hak guna bangunan atau hak pakal sebagalmana dlm’lkSlld pada ayat (2), harus

| dldaﬂarkan pada 1nstan51 Agraria / Pertanahan Daerah Kabupaten atau Daerah Kota
: setcmpat : ; S e o



Bab VI
Pcnyelcnggaraan KASIBA dan LlSlBA
Bagian I’crtama '
Umum
. Pasal 30 o ' : - B
Penyelenggaraan KASIBA dan LISIBA dilakukan melalui tahap perencanaan pembangunan,
: pehksanaan pembangunan dan pcngcndallan pembangunan

o Baglan chua E S
Perencanaan I’cmbangunan KASIBA dan L]SIBA
Pasal 31 _

(l) Rencana dan program pcnyclcnggﬂraan KASIBA harus sesuai dan lcrmtegrasr dengan
program pembangunan daerah dan sektor mengenai prasarana ]mgkungan, sarana
lingkungan serta utilitas umum di dacrah yang bersangkutan. B

(2) Badan pengelola sebagaamana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) bertanggung ]awab atas

~ rencana teknik ruang, rencana dan tahapan perolehan tamh tahapan pembangunan fi sﬂ\ _
- dan ]adwal kerja o : : '

_ ' : , Pasal 32 : Sl ,
(l) Rencana dan program penyclenggaraan LISiBA harus sesuai dan termtegrasr dengan
*"rencana dan program penyclenggaraan KASIBA yang bersangkutan :

) ‘(2) Penyelenggara LISIBA scbagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1)'“}5111) menyusurr o

© rencana teknik ruang, tahapan pembangunan ﬁsrk dan Jadwal kcrja scrta dlajukan kep’rda _
" Badan Pengelota. R : ‘
R (3) Rencana-rencana sebagalmana dlmaksud pada ayat (2) dlgumkan sebagal acuan untuk
kegiatan pematangan tanah serta pembangunan perumahan dan pcrmuklman yang'
" meliputi prasarana lingkungan, sarana lmgkungan utilitas umum dan rumah yang
" berkualitas dalam rangka memenuhi persyaratan tckms ekologrs dan admmrslram sesu'u
dengan peraturan penmdang—undangan )ang berlaku : S

Pas:al33 _ B g Co
I’crsyaratan tekms un(uk penyusunan rencana dan program scbagaimana dlmaksud chhm
as'ﬂ 31 dan Pasal 32 dralur oleh Mentcrl yang bertanggung Jawab dl bldang pekcrjaan umum._

ST Bagrankctrga P e g T
Pelaksanaan Pemhangunan KASIBA dan LISIBA
. Paragraphl S
‘ e " Pasal34 - - ' B P L
' (1) Pclaksanaan pembangunan KASIBA dan LISIBA hams scsuai rencana dan program
' scbagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dan Pasal 32.- Tk T
(2) Perubahan atas permcanaan ‘pembangunan sebagalmana dlmaksud dalam Pasal 3] dan -
Pasal 32 harus disetujui oleh Kepala I)aerah yang bersangkutan setclah mendapat .
pertimbangan dari instansi terkail. : : '

(3) Perubahan atas perencanaan pembangunan LISlBA sebagalmana dlmaksud dalam l’asal Rk

32 juga harusdlsetluul oleh Badan Pengeloh yang bersangkutan e



: - Paragraph 2 -
l’claksanaan Pembangunan KAS]BA
: -~ Pasal3s |

(1) Pehksanaan pembmgunan selmp KASIBA dilakukan oleh 1 (satu) Badan Pengelola

(2) Pelaksanaan pemangunan KASIBA meliputi kegialan perolehan tanah, pembangunan
scrta pemchlnraan jaringan primer dan sekunder prasarana lingkungan.

(3) Jaringan primer dan sekunder prasarana lingkungan yang dibangun olch Badan Pengelola
harus sudah dimulai sclambat-lambatnya dalam jangka waktu 1 (satu) tahun scjak
diumumkan scbagai Badan Pengelola dan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun tclah

- mencapai sekurang-kurangnya 25% (dwa puluh hm'l per seratus) dari Iuar KASIBA dan

... minimum dapat melayani 1 (satu) LISIBA. : - S

() Pelaksanaan pembangunan jaringan prlmer dalam KASIBA sebag'umana dlmaksud pada

ayat (2) dapat dlmasukkfm sebag‘u pclaksanmn pcmbanglman untuk kcpentmgan umuin.

- L L Pasal 16 : '

- (1) Dalam mclaksmakan pembangunan KASIBA scbagalmana dlmaksud dalam Pasai 35 ayal

. (1), Badan Pengelola dapat melakukan kerja sama dcugan badan usaha yang bergcmk di
* bidang pcmbangumn perumahan dan pcrmuklman PR

(2) Badan Pengelola yang melakukan kerja sama pembmgun'm scbagalmana dlmaksucl pad't

.. ayat (1) wajib memberikan laporan kepada Kepala Daerah. - o _

(3) Persyaratan dan tata cara kétja sama ‘sebagaimana dimaksud pada ayal (i) dlalur sesuai
dcngan pcraturan perundang-undangan yang berlaku L : T

- Paragraph 3 i
Pclaksanaan Pembangunan LISIBA
L “Pasal37 . 7 :
- (l) Pelaksaman pembangunan setlap LISIBA dllakukan oleh 1 (salu) penyelcngg'ura _
(2) Pembangunan prasarana lmgkungan dan kaveling tanah matang dengan rumah yang -
- dibangun olch penyelenggara di LISIBA harus sudah dimulai selambat- lambalnya dalam
Jangka waktu 1 (satu)tahun setelah penunjukkan dlpcrolch dan harus sclcsal scluruhnya
sclambat lambatny‘t dahm Jangka waklu 7 (uuuh) tahun : :

. : Pasal38 ST
(l) Pelaksanaan pembangunan LIS!BA mehpuu pembangunan prasarana lmgklmgan, sarana
- lingkungan, serta utilitas umum d'm pembangunan rumah sesuai dengan peraturan
* perundang- undangan yang berlaku, -7 .
' (2) Pembangunan rumah unit hunian diatas kavelmg tanah malang dapat dll'ikS'lll’lkaﬂ kc arah '
.+ horizonlal dan atau vertikal dengan pola hunlan yang bcnmbang scsual dcngan peraturan
C pcrundang undaugan yang berlaku R _isa-:;_ S :

G e e b Baglan Keempat S
Pengcndallan Pembangunan KASIBA DAN LISIBA
C 5 Paragrafl R L
»Umum
R N ST A k Pasal39 . ST
[ Pengendahan pembangunan KASIBA dan LISIBA mellputl keglatan pengawasm pcncrbltan
terh1dap perolehan tanah dan pembangunan ﬁ31k : : .

L S Pasal 40 RS
T '7 _ (1) l’engendahan pembangunan KAS]BA d;lakukan oleh Kepala Daerah

A39 SERT



2) Pcngend'llnn pocmbangunan LISIBA dllakukan olch badm Pcngeloh dan bcrhnggung
jawab kepada kepala Daerah. -

(3) Masyarakat dapat berperan serta datam pengendallan pcmbangunan di lokasi lmgkungan
humannya dcngan mcnyampalk'm saran-saran kepada chala Daerah = :

Paragrnph 2
Pengawasan -
o - - Pasal41 - e R L
(n Pcngawasm terhadap peroleh'm tanah dan pembangunan fisik KAS]BA dllakukan sccara
rutin, dan sccara periodik hasil pengawasan rutin dievaluasi oleh Kepala Daerah sesuai
dengan kebutuhan dan permasalahan  yang ditangani dalam rangka pelaksanaan
pcmbangunan sesuai rencana dan program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31.
(2) Pengawasan terhadap pembangunan fisik LISIBA dilakukan secara rutin dan secara
- periodik hasil pengawasan rutin di ‘evaluasi oleh Badan pengelola sesuai dengan
kebuluhan dan penmsalahan yang ditangani dalam rangka pclaksana'm pcmbangunan
. sesuai rencana dan program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, : v
(3) Pengawasan tethadap perolehan tanah dan pembangunan fisik KASIBA dan LlSlBA
diakukan melalui sistem pelaporan secara pcnodlk dan berjenjang sebagai berikut :
.+ a. Dalam tahap pembangunan KASIBA pcngawasan oleh Kepala | Dacrah dlhkukan S
- dengan menyampaikan perkembangan pembangunan KASIBA kepad'1 Mcntcn :
- setiap 3 (tiga) bulan sekali mengenai : BRI Sy PR
~a) perkembangan perolchan tanah; L -
" b) pembangunan jaringan rumah, sckunder dan pra‘;arana lmgkungan
b. Dalam tahap pembangunan LISIBA pengawasan oleh Badan Pengelola dllakukan
- dengan menyampaikan laporan bulanan kepada Kepala Daerah dengan m'\tcn
- loparon yang terdiri dari : & ST : :
1) pcrkembangan pembangunan mmah _
2) perkembangan izin mendmkan bangunan
- 3) masalah-masalah yang perlu segera diatasi; @
.+ 4) masalah-masalah yang akan muncul dan perlu dlanUSIpaSI o
c. Dalam tahap pembangunan LISIBA Kepala Daerah menyampaikan laporan _
tentang perkembangan pcmbangunan LISIBA kcpada Mentcrl schap 3 (tlga) bulan
sckali.
: (4) Ketentuan lebih lanJut mengenal fata cara penyusunan dan penyampalan hporan
: sebagaimana dlmaksud pada ayat (3) dratur oleh Menten RS S

: Paragraph3

Peliertlban P
S Pasale T R I R RUHEE CU RN
B (l) l’cncrtlban tcrhadap perolehan tanah dan’ pembangunan ﬁ51k KAS]BA dan LIS[BA -
: scbagalmana dimaksud dalam Pasal 39 dllakukan berdasarkan laporan sebagalmana
-~ dimaksud dalam pasal 41 ayat (3). - A :
: (2) Apablla sesudah jangka waktu scbagalmana dlmaksud dafam Pasal 37 ayat @ -
penyelenggara belum melaksanakan keglatan maka penunjukkan yang sudah diperoch
menjadl batal dan tanah yang telah dlperoleh diambil alih oleh Badan Pengclola uniuk -

- ditawarkan kepada penyelcnggara ain - dengan dlberlkan pengganhan sebesar harga:.
pcrolehan tanah tersebut. - - R

-~ (3) Apabila sesudah Jangka ‘waklu sebagalmana dlmaksud dalam Pasal 37 ayat (2)
e Penyclenggara bclum dapat mcnyclcsalkan selumh pembangunannya maka sisa tanah -



" yang belum selesai dibangun diambil alih oleh Badan pengelela untuk ditawarkan kep'idfi
pcnyclcnggara lain deng'm diberikan penggantlan sebesar harga perolchan tanah lcrscbut

: : Bab Vil
Pcnyclenggalaan LISIBA yang Bel diri Sendm :
- Bagian pelhma : :
Umum
Pasal 43 3 el
Pcn)clcnggaraan LISIBA yang berdiri sendiri dilakukan melalui perencanaan pcmbangun‘m
pelaksanaan pembangunan dan penbendahan pembangunan

: Baglan kedua
Perencanaan Pembangunan LISIBA yang Bcrdm Sendiri
- Pasal 44 ' : : :

(1) Rencam dan program penyelenggaraan LISIBA yang bcrdm sendm harus sesuai dan
fterintegrasi dengan program pembangunan daerah dan sektor mengenai prasarana
 lingkungan, sarana hngkungan, serta utilitas umum di dacrah yang bersangkutan

* (2) Penyelenggara wajib menyusun dan bertanggung jawab atas rencana teknik riang dan

tahapan perolehan tanah, tahap'm pembangunan ﬁsﬂ( d'm Jadwal kerja serta dlajukan _
- kepada Kepala Daerah, - z , - S

(3) Rencana-rencana sebagalmana dlmaksud pada ayat (2) dlgunakan sebagm acuan untuk

~ kegiatan pematangan tanah seria pcmbangunan perumahan dan permukiman yang
meliputi prasarana lmgkungan utilitas wmum dan rumah yang berkualitas dalam rangka

* .- memenuhi - persyaratan teknis, ekologis dan admmlslrasn sesual dengan ketentu’m )
pcraturan perundang undangan yang berlaku ' S ' g

SO '~Pasal45-__f__ S - , :
Persyamtan tekms unluk penyusunan rencana dan program sebaganmana dlmaksud dalam _
Pasal 44 dlalur oleh Menterl yang bertanggung jawab (Il bldang peket _]aan umum,

. el Baglan Ketlga SRR e
Pelaksanaan Pemhangunan LISIBA yang Berdm Sendm

_ ' ' - Pasald6 = PR
(1) Pclaksanaan pembangunan scuap LISIBA yang berdm sendm dllakukan olch l (satu)

penyclenggara. '

. (2) Pelaksanaan pembangunan L!SIBA yang herdm sendln mehputl tahap peroichqn tanah '

pcmbangun'm pr’lsarana lmgkungan sarana Imgkungan, uhhtas umum sampal dengqn
pembangunan rumah. '

= i_' (3) Perubahan atas perencanaan pembangunan sebagaunana dlmaksud dalam Pasal 44_ harus

- - disetujui oleh Kepala Daerah setelah mcndapat perumbangan dari instansi terkait,

T PasaldT
(l) Pcrolchan tanah oleh pcnyclcnggara harus- telah dlmulal selambat iambatnya daiam

jangka waktu | (satu) tahun setelah penunjukan diperoleh dan dalam jangka waktu 3 (tlga) L

= tahun telah mcncapal sckurang-kurangnya 50% (lima puluh per seratus) serta mencapal .
100% (scratus per scratus) dalam’jangka waktu 5 (llma) fahun, . o o
(2) Prasaranan lingkungan dan’ kavelmg tanah matang dengan rumah yang dlbangun oleh

C penyelenggara di- LISIBA-yang berdiri sendiri harus sudah dimulai seIambatdambalnya

. dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sctclah penunjukkan ‘diperoleh dan harus sclesal .

3 '.; seluruhnya sclambat lambatnya dalam Jangka waktu 10 (sepuluh) tahun



- : Pasal 48 : o S
(N Pembangunan rumah, prasarana lingkungan, sarana lmgkungan scm lmgkungan seita
utilitas umum di LISIBA yang berdiri sendiri dilaksanakan oleh pcnyclenggara sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. . '
(2) Pembangunan risnah unit hunian diatas kaveling tanah matang (Iapal dnlﬁksanakan kearah
horizontal dan atau vertikal dengan pola huniasn yang berimbang scsuai dengan pelaturan
perundang-undangan yang bertaku.

Baglan chmpat ST S
Pcngcndaliau Pcmhqngunan LISIBA y ang Bcrdm Semlm
' Paragraf-l -
: Umum -
_ : _ Pasal 49 _
' Pengcndahan pembangunan LISIBA yang berdiri sendiri mchpuu keglatan pcngawasm dan '
penertiban tcrhadap pcrolehan tanah dan pembangunan fisik. e

‘ ' ' ' S Pasal'a"{] R o :

(l) Pcngend'lllan Pembangunan LISIBA yang berdiri sendiri dllakukan oleh Kepala Dacmh
: (2) Masyarakat dapat berperan scrta dalampengcndahan pembangunan di lokasi lmgkung’m
humannya dcngfm mcnyampalkan saran—saran kepad'i chala Daerah : RS

L SRS [ PasalSl a : : ST :

(l) Pengendallan terhadap perolehan tanah sebagalman dlmaksud dalam Pasal 49 mellputl _
- pengawasan dan penertiban terhadap pcmllhan hak atas tanah; - : . .

(2) Pengendalian pembangunan fisik LISIBA yang berdiri sendm mehpuh pcngendallan '
pembangunan prasarana lingkungan, sarana lingkungan, utlhtas umum dan kavling tanah

~ matang dengan atau tanpa rumah sesual rencana dan program scbagamnna dlmaksud
~ dalam Pasal 44. BEE VTR i R
(%) Pcnyelenggaraan pcngcndallan pcmbangunan sebagalmana dlm'iksud pa(h ayal (2)
meliputi pula perizinan bangunan, baik bangunan prasarana lingkungan, sarana

- lingkungan, utilitas umum maupun mmah dalam rangka tertlb bangunan dan kesclalmlan
bangunan. - : SRR

(4) Perizinan bangunan sebagalmana dlmaksud pada ayat (3) dlberlkan kcpada penyelenggara
~ LISIBA yang berdiri sendiri oleh Kepala Daerah. .
’ (5) Pemberian perizinan bangunan sebagaimana dlmaksud pada ayat (4) sesual dcngan o
pcralur'm pcrundang-undangan yang berlaku ¥ R T AL RIS SR

Paragraf 2 S
. Pengawasan i RS
' ' : . Pasal 52 o - L e
' (1) Pengawasan terhadap perolehan tanah" dan pembangunan ﬁsnk LISIBA yang berdm :

- sendiri dilakukan secara rutin dan secara penodlk hasil pengawasan rutin dievalvasi sesuai -~

. dengan kebutuhan dan permasalahan yang - ditangani - dalam rangka pclaksanaan
.- pembangunan sesuai rencana dan program sebagaimana dlmaksud dalam Pasal 44. -

' (2) Pengawasan perolehan tanah dan pémbangunan LISIBA yang berdiri sendm dllakukan o - o

- melalui sistem pelaporan secara periodik dan bcrjenjang sébagai berikul :

“a. Aparal Pemerintah Daerah menyampalkan laporan bulanan kepada Kepala Daerah e

. dengan materi laporan yang terdiri dar;
- Dkemajuan konstruksi secara fisik; -




2)hak pembebasan tanah;
3)kemajuan konsesi bangunan; -
d)permasalahan yang harus di pecahkan

~ . 5)permasalahan yang harus ditanggapi ; and diantisipasi

b. Kepala Daerah menyampaikan laporan tentang pcrkcmbang‘m pembangumn L ISIBA

. yang berdiri senditi kepada Menteri setiap 3 (tiga) bulan sckali.
(3) Kctcnluan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan dan pcnyampamn laporan
schagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Menteri.

Pal rlglai‘ 3
Pcncrtlban
. Pasal 53 .
(l) Pcnc:tlban lcrhadap perolehan tanah dan pcmbangunan ﬁsnk LISIBA yang bcrdm sendiri
. scb'lgmm'im dimaksud dalam Pasal 49 dilakukan bcrdasarkan laporan pcrkembangan :
pembangunan scbagaimana dintaksud dalam Pasal 52 ayat (2).
(2) Apabila sesundah jangka wakiu sebaganmna dunaksud dalam Pasql 47 ayat (l) dan ayal
@ penye]enggara bclum melaksanakan kegiatan, maka pcnun]uk'm yang diperoleh
' mcnyzd1 batal dan tanah yang telah diperoleh diambil alih oleh negara melalui Pemerintah
* Daerah yang bersangkutan, unluk kcmudlan dltawarkan kepada penyclenggara lain
~ dengan diberikan penggantian sebcsar harga perolehan tanah tersebut. ,
_ (3) Apabila sesudah jangka waktu tcrtcnlu penyclenggara tidak dapat menyelesa:kan tah‘np’m N

‘perolehan tanah sebagaunana dumksud dalam Pasal 47 ayat H nnka sisa izin pcrolelnn o

- tanah yang bclum dlhksanakan men_;adl batal. - - -
{4 Apablla scsudah jangka waktu sebagalmana dlmaksud dalam Pasql 47 ayat {2)

Pcnyelenggara belum menyelesalkan pembangunannya maka S|sa tanah yang belum

- terbangun diambil alih olch Negara melalui Pemerintah Daerah yang bersangku!an untuk
' kemudlan dntawarkan kepada penyelcnggara lam dengan dlbcnkan pcnggantlan scbesar
harga pcrolehan tanah tersebul : : : :

S BABVIL
Pemhmaan T
- o v U PasalS4 e T
- Pemermtah Daerah bersama sama Badan Pcngeloh atau penyelenggara I ISIBA yang berdm
- scndm memberikan penyuluhm kcpada masyarakat agar tercipta suasana yang nlcndukung
- kcbcrhasnlan pcnyclcnggam KASIBA atau LIS]BA yang berdm scndm .

- o : Pasal SS R -
L (]) Pembmaau pengclohan KA'S]BA dan LISIBA yang berdm scndm dllaksanakan oleh _
Pcmermtah SRR

e (2) Punbmaan sebagalmana dlmaksud pada ayat (l) mellpuh

a Pembmaan teknis pcmbangunan I'mk d]laksanak'm oleh Menten yang bcrtanggung '
© 7 jawab di bldang pekerjaanumum; G0 B

- b Pembinaan teknis agranafpcrtanahan dilaksanakan oleh Mcntcrl yang bcrl'mggung
" ]'1W'ib di bidang agrarlal perlanahan

e Meutcrl yang bcrlanggung Jaiiiab di bldang perumahan chn pcnmuklman

Lo d Pcmbmaan umum pcmenntahan dllaksanakan oleh Menterl Dalam Negerl

:_,_A_)'-‘_‘Q. 5 ks



BADB IX
Ketentuan Lain
: Pasal 56 '
¢)) Prasarfma dan sarana lmgkungan yang telah selesai dan berfungsi melayani KASIBA
" LISIBA atau LISIBA yang berdiri sendiri harus diserahkan kepada Pemerintah Dacrah.”
2) Penyerahan prasarana dan sarana lingkungan sebagalmana dimaksud pada ayat (l) diatur
~ scsuai dengan peraturan perundang»undangan )'mg bcrlaku Co '

BAB X
Ketentuan Peralihan
Pasal 57 | '
(1) Izin pcnyelenggaraan pcmbangunan perumahan dan pcrmuklman yang telah dimiliki oleh
" badan usaha sesuai dengan peraturan perundang- tmdangan yang berlaku sebelum
berlakuny'\ Peraturan Pemerintah ini tetap berlangsung sesuai dengan kctcntuan waklu
yang ditctapkan dalam peraturan perundang-undangan. " ¢
(2) Apabila ketentuan wakth berlakunya sebagalmana dlmaksud pada ayat (l) hdak _
 ditetapkan, pembangunan perumahan dan pcrmuklman harus sudah dimulai sclambat-
'. lambatnya 3(liga) tahun dan harus dlse]esalkan dalam Jangka wakfu se]ambat lambatnya
- 10(sepululy) tahun sc;ak berlakunya Peraturan Pemerintah ini. © -
(3) Apabila sesudah jangka wakiu sebagmmana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2) badan o
‘usaha tidak dapat memulai dan lidak dapat menyelcsalkan pcmbangunan perumflhfm d'm
' permuk:man, maka tanah yang belum selesai dibangun termasuk prasarana lingkungan -

- dan bangunan dikuasai olch negara melallu Pemermtah Daerah unluk dlahhk'm kaada _ _ -

penyelenggara lain yang ditunjuk.’ »
(4) Penyclenggara sebagaimana yang dlmaksud pada ayat (3) W‘c‘l_]lb membayar uang
" : pemasukan kepada negara sesuai dengan pcraturan perundang-undangan yang ‘berlaku
setelah dikurangi dengan harga perolchan tanah yang dlbayarkan sebagal pengganhan :
o kepada badan usqha seb'lgalmana dlmaksud pada ayat (l) dan (2) :

Pasal 58 . : ‘
' Apablla izin pelaksanaan pcmbangunan perumahan dan pcrmuklman yang sudah dmnhkl oleh

- badan usaha ternyata menjadi bagian dari KASIBA setelah berlakunya Peraturan Pemerintah -~

ini, maka badan usaha tersebut Wajlb bekerja sama dengan Badan Pengelola )ang dllllll_]llk_ |
oleh Pemermtah : O ) :

_ BAB XI
Ketentuan Penutup
" Pasal 59

' Dengan berlakunya Pcraturan Pcmcrmtah ini, pcraturan perundang-undangan yang lelah ada G

yang berkaitan dengan perumahan dan permukiman selama tidak bertentangan dcngan

* ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini, dmyatakan tetap berlaku sampal dlubah atau dlatur S

kemball berdasarkan Peraturan Pcmermtah lm L

Pasal 60

Peraturan Pemcrmtah ini mula1 bcﬂaku pada. tanggal dndhdangkan Agar setnp orang : L
_mengctahumya 'memermtahkan pengundangan Peraturan Pcmermtah _dengan

. pcnempatannyfn dalam lembaran Negara Repubhk Indonesm
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